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Ringkasan

Pelaku pengawasan dapat mendeteksi dan mencegah korupsi di sektor minyak, gas dan
pertambangan jika mengajukan pertanyaan yang tepat. Walaupun skema korupsi rumit
dan tidak jelas, kreatifitas para pemain yang terlibat tidak tak terbatas: pola yang jelas dan
tanda-tanda perilaku bermasalah yang serupa terlihat di negara-negara kaya sumber daya.

Untuk menemukannya, kami meneliti lebih dari 100 kasus nyata pengalokasian izin atau
kontrak di sektor minyak, gas dan pertambangan dimana muncul tuduhan terjadinya
korupsi. Kasus-kasus ini berasal dari 49 negara penghasil sumber daya, dan termasuk
pemberian izin eksplorasi dan produksi serta kontrak-kontrak layanan dan perdagangan
komoditas. Untuk setiap kasus, kami bertanya: tanda-tanda apa yang mungkin telah
memberi tahu pihak berwenang atau badan pengawas bahwa diperlukan penelitian lebih
lanjut terhadap suatu kasus?

Dari penelitian ini, kami mengembangkan daftar 12 red flags (bendera merah/peringatan),
masing-masing dengan ilustrasi dari kasus nyata. Daftar bendera merah korupsi ini
merupakan alat untuk penyelidikan, bukan prediksi. Pengguna tidak dapat menafsirkan
adanya bendera merah sebagai bukti korupsi. Sebaliknya, kesepakatan kerja sama yang
tidak menunjukkan bendera merah tidak berarti bebas dari korupsi. Daftar ini berfokus
pada atribut spesifik dari transaksi perizinan ketimbang faktor kontekstualnya (misalnya,
tingkat transparansi, peraturan hukum) yang juga berdampak pada tingkat korupsi. Seperti
yang dibahas di bawah ini, fokus pada kontroversi korupsi yang sudah diketahui membuat
sampel kami bias dalam dua hal: kami tidak memeriksa kasus di mana korupsi tetap
tersembunyi dan kasus di mana tuduhan korupsi sama sekali tidak ada.

Dengan pertimbangan ini, bila digabungkan dengan analisis dan adaptasi spesifik negara,
daftar 12 bendera merah dan ilustrasinya ini dapat memberikan alat praktis yang konkret
untuk membantu mengurangi risiko korupsi seputar pemberian izin dan kontrak. Alat
ini dapat memberi masukan terhadap rancangan proses pengalokasian oleh pejabat
pemerintah, pengujian kelayakan (due diligence) oleh perusahaan dan pemerintah, dan
kegiatan pengawasan oleh anggota parlemen, wartawan, penegak hukum dan kelompok
lainnya.
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Ke-12 bendera merah tersebut adalah:

Pemerintah mengizinkan perusahaan yang tampaknya
tidak memenuhi syarat untuk bersaing atau memenangkan
penghargaan.

Perusahaan atau individu yang memiliki riwayat kontroversi
atau perilaku kriminal bersaing untuk, atau memenangkan,
sebuah penghargaan.

Perusahaan yang bersaing atau menang memiliki pemegang
saham atau hubungan bisnis lainnya dengan PEP, atau
perusahaan dimana PEP memiliki kepentingan.

Perusahaan yang bersaing atau menang menunjukkan
tanda-tanda disembunyikannya PEP yang menjadi
beneficial owner.

Seorang pejabat mengintervensi proses pemberian
penghargaan untuk menguntungkan perusahaan tertentu.

Perusahaan memberikan bayaran, hadiah atau bantuan kepada
PEP yang punya pengaruh atas proses seleksi.

Pejabat yang memiliki pengaruh atas proses seleksi memiliki
konflik kepentingan.

Persaingan sengaja dibatasi dalam proses pemberian
penghargaan.

Perusahaan menggunakan perantara pihak ketiga untuk
mendapatkan keuntungan dalam penghargaan.

Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan pemenang
dialihkan dari rekening pemerintah yang seharusnya

Ketentuan yang disetujui untuk penghargaan menyimpang
secara signifikan dari norma industri atau pasar.

Perusahaan pemenang atau pemiliknya mendapatkan
keuntungan besar tanpa usaha yang substansial.
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Pendahuluan

Pelaku fungsi pengawasan dapat mendeteksi dan mencegah korupsi di sektor minyak,

gas dan pertambangan jika mengajukan pertanyaan yang tepat. Skema yang digunakan
oleh koruptor rumit dan tidak jelas, dengan memanfaatkan transaksi yang rumit, banyak
badan hukum dan yurisdiksi rahasia di luar negeri, dan banyak pemain. Mereka juga
berkembang dari waktu ke waktu—tidak sedikit, terbukti ketika aktor akuntabilitas
berhasil mengungkap teknik korupsi yang biasa terjadi. Namun kreatifitas para pemain
tidak tak terbatas: pola yang jelas dan umum dan tanda-tanda perilaku tersangka terlihat di
negara-negara kaya sumber daya.

Untuk menemukannya, kami meneliti lebih dari 100 kasus nyata pengalokasian

izin atau kontrak di sektor minyak, gas dan pertambangan di mana muncul tuduhan
terjadinya korupsi. Kasus-kasus ini berasal dari 49 negara penghasil sumber daya. Untuk
setiap kasus, kami bertanya: tanda-tanda apa yang mungkin telah memberi tahu pihak
berwenang atau para aktivis bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut? Dari penelitian ini,
kami mengembangkan daftar 12 bendera merah yang dapat membimbing dan membantu
para pelaku fungsi pengawasan untuk memprioritaskan upaya mereka dalam mencegah
atau mendeteksi korupsi di masa yang akan datang.

Dalam banyak kasus yang kami analisis, korupsi menyebabkan kerugian besar bagi negara
penghasil sumber daya. Di beberapa negara, pejabat pemerintah memilih perusahaan yang
tidak memenuhi syarat atau tidak bertanggung jawab dan tidak dapat melaksanakan proyek
secara efektif; di negara lainnya, mereka mengalihkan dana yang seharusnya milik publik.
Korupsi dalam pemberian lisensi dan kontrak juga dapat merusak integritas dan kinerja
institusi-institusi publik utama, sehingga secara keseluruhan melemahkan kemampuan
mereka dalam mengelola sektor ini. Korupsi ini bisa juga menakut-nakuti investor yang
menghindari risiko dikaitkan dengan skandal. Dampak korupsi terhadap perusahaan juga
sangat dramatis: tuntutan dan hukuman high profile, di bawah undang-undang seperti
Undang-Undang Praktik Korupsi Asing A.S. (FCPA); denda miliaran dolar, penalti dan
biaya profesional; jatuhnya harga saham; transaksi yang tergesa-gesa; pemberitaan negatif
oleh media, organisasi non-pemerintah (LSM) atau pengawas industri lainnya; dan
kerusakan reputasi.

Kami percaya bahwa pelaku pengawasan, baik di dalam maupun di luar pemerintah,

dan pelaku sektor swasta dapat menggunakan daftar bendera merah dalam laporan ini
sebagai satu alat untuk mencegah bahaya semacam ini. Ketika regulator, penegak hukum,
anggota parlemen, wartawan, aktivis atau investor mengamati bendera merah tertentu,
mereka semua harus mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan mengumpulkan lebih
banyak informasi. Dalam beberapa kasus, pertanyaan ini akan menghasilkan penjelasan
yang masuk akal. Dalam kasus lainnya, pemeriksaan tambahan dapat mengungkapkan
perilaku korup.

MEMAHAMI DAN MENGGUNAKAN DAFTAR INI

Daftar bendera merah ini adalah alat untuk penyelidikan, bukan prediksi. Pengguna
tidak bisa menyimpulkan adanya suatu bendera merah dalam proses penghargaan yang
mereka teliti sebagai bukti korupsi secara de facto. Sebaliknya, penghargaan yang tidak
menunjukkan tanda-tanda ini bukan berarti bebas dari korupsi. Seperti yang dibahas
dibawah, daftar ini tidak lengkap dan mengandung dua bias yang signifikan. Meskipun
demikian, kami yakin daftar ini bisa menjadi alat bantu yang bisa diandalkan untuk
memberikan informasi terhadap proses due diligence dan mengelola risiko korupsi
seputar pemberian izin dan kontrak.

Kami memeriksa lebih
dari 100 kasus nyata
tentang pengalokasian
izin atau kontrak
minyak, gas dan
pertambangan
dimana adanya
dugaan korupsi.
Kasus-kasus ini
berasal dari 49 negara
penghasil sumber
daya.
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Cakupan dan pemilihan kasus

Dari rangkaian keputusan sektor ekstraktif, daftar kami hanya berfokus pada tahap
perizinan dan kontrak. Saat memilih kasus untuk dianalisis, kami melihat kondisi-
kondisi ketika pemerintah negara produsen secara langsung memberikan izin atau
kontrak sektor ekstraktif, dan ketika harus menyetujui penghargaan oleh pihak swasta—
kontrak layanan minyak, misalnya.’ Jenis-jenis penghargaannya termasuk alokasi izin
eksplorasi dan produksi, kontrak layanan, dan izin untuk melakukan perdagangan
komoditas dan transportasi. Kasus yang kami teliti juga melibatkan berbagai jenis proses
pengalokasian, mulai dari tender kompetitif hingga penawaran pertama, penghargaan
satu sumber dan transfer lisensi. Kami memilih kasus yang menunjukkan korupsi atau
tuduhan korupsi. Untuk menjelaskan sebanyak mungkin perilaku yang relevan, kami
mendefinisikan korupsi secara luas sebagai “penyalahgunaan amanat kekuasaan publik
untuk keuntungan pribadi.”?

Kami fokus pada penghargaan karena hal tersebut telah menarik korupsi besar di masa
lalu, dan karena hal tersebut dapat menciptakan insentif yang kuat untuk korupsi. Pejabat
pemerintah memilih perusahaan mana yang akan mendapat peluang bisnis yang sangat
menguntungkan. Tergantung konteks sosio-ekonomi dan politik, para pejabat mungkin
memiliki kepentingan dan tekanan yang kuat untuk menggunakan kekuatan ini untuk
mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri dan kelompok mereka. Sedangkan
perusahaan mungkin memiliki insentif untuk memanipulasi proses penghargaan,
sehingga mendapatkan keuntungan dari pejabat pemilihan.

Kedua, dan lebih positif: pengalokasian izin dan kontrak adalah momen yang berlainan
yang berarti bahwa dalam situasi ini, pelaku pengawasan dapat menjalankan peran mereka
secara lebih efektif. Korupsi dapat muncul di seluruh bagian rantai nilai sektor ekstraktif,
dari pemberian izin hingga pengaturan perilaku perusahaan terhadap pengumpulan

dan pengeluaran pendapatan pemerintah. Tidak seperti keputusan peraturan sehari-

hari, penghargaan atas lisensi terjadi pada saat yang spesifik, dan seringkali diumumkan
secara terbuka, tunduk pada peraturan yang ada, diliput media dan, di beberapa tempat,
mendapat persetujuan dari parlemen. Oleh karena itu, proses penghargaan adalah
peristiwa konkret yang dapat diteliti oleh jurnalis, aktivis, anggota parlemen dan aktivis
anti korupsi, seringkali dengan beberapa informasi yang tersedia untuk publik.

Lampiran A pada laporan ini berisi lebih banyak informasi mengenai proses dan alasan
kami untuk memilih kasus. Lampiran B mencantumkan 48 negara yang dicakup oleh
kasus-kasus yang dipilih.

Mengidentifikasi bendera merah

Untuk mengidentifikasi bendera merah ini, kami memeriksa bagaimana kasus-kasus yang
dipilih terungkap, mencari tanda-tanda yang seharusnya bisa terlihat dan ditindak lebih
lanjut oleh pengawas. Kami menyertakan bendera merah yang muncul setidaknya dalam
empat studi kasus. Kemunculan bendera merah sangat bervariasi. Tabel 1 menunjukkan
jumlah kasus dimana masing-masing bendera merah muncul.

Proses penghargaan
adalah peristiwa
konkret yang dapat
diteliti oleh jurnalis,
aktivis, anggota
parlemen dan aktivis
anti korupsi, seringkali
dengan beberapa
informasi yang
tersedia untuk publik.
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Red flags

Total kemunculan dalam 100 kasus

Table 1. Kemunculan red

flags berdasarkan frekuensi

4

4

K Perusahaan memberikan bayaran, hadiah atau bantuan kepada PEP =
yang punya pengaruh atas proses seleksi 58 =

K

E

KKK

KKK

Perusahaan yang bersaing atau mnang menunjukkan tanda-tanda =
disembunyikannya PEP yang menjadi beneficial owner. 55 X

K Pemerintah mengizinkan perusahaan yang tampaknya tidak memenuhi
syarat untuk bersaing atau memenangkan penghargaan.

Seorang pejabat mengintervensi proses pemberian penghargaan
untuk menguntungkan perusahaan tertentu.

n Persaingan sengaja dibatasi dalam proses pemberian penghargaan.

K Pejabat yang memiliki pengaruh atas proses seleksi memiliki konflik
kepentingan.

Ketentuan yang disetujui untuk penghargaan menyimpang secara
signifikan dari norma industri atau pasar.

Perusahaan yang bersaing atau menang memiliki pemegang
saham atau hubungan bisnis lainnya dengan PEP, atau perusahaan
dimana PEP memiliki kepentingan

Perusahaan menggunakan perantara pihak ketiga untuk mendapatkan
keuntungan dalam penghargaan.

Perusahaan atau individu yang memiliki riwayat kontroversi atau

perilaku kriminal bersaing untuk, atau memenangkan, sebuah penghargaan.

m Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan pemenang dialihkan dari
rekening pemerintah yang sesuai.

ﬂ Perusahaan pemenang atau pemiliknya mendapatkan keuntungan
besar tanpa usaha yang substansial.
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Dalam memilih bendera merah, kami fokus hanya pada aspek spesifik dari transaksi
penghargaan, dan mencari:

1 karakteristik dari perusahaan, badan pemerintah atau individu yang terlibat
2 tingkah laku perusahaan, badan pemerintah atau individu yang terlibat
3 hasil, terutama yang merugikan kepentingan publik

Laporan ini menghilangkan beberapa jenis bendera merah yang muncul pada daftar yang
diproduksi oleh organisasi lain, seperti yang disebutkan di bawah ini pada bagian penelitian
terkait. Kami tidak menganggap kelemahan proses sebagai bendera merah, seperti tidak
adanya transparansi atau tidak adanya proses penawaran yang kompetitif. Kami menyadari
bahwa atribut-atribut tersebut dapat membantu mencegah korupsi dan kemungkinan besar
akan menjadi rekomendasi mendesak dalam upaya mereformasi sistem penghargaan suatu
negara. Namun, kami ingin daftar bendera merah ini berlaku untuk semua jenis proses
pemberian penghargaan, baik yang terstruktur dengan baik atau tidak.

Kami juga tidak memasukkan faktor kontekstual, seperti tingkat transparansi,
akuntabilitas, ranah sipil, peraturan hukum dan persepsi korupsi suatu negara.’ Transaksi
penghargaan tidak terjadi dalam ruang hampa, dan lingkungan kelembagaan, hukum dan
politik yang lebih luas berdampak pada kemungkinan terjadinya korupsi. Di negara-negara
dimana transparansi terbatas, atau dimana aktor pengawas seperti jurnalis tidak dapat
mempertanyakan keputusan pemerintah tanpa rasa takut akan represi, korupsi menjadi
jauh lebih mudah untuk lolos. Pada bagian di bawah ini tentang pentingnya konteks,

kami menjelaskan lebih jauh bagaimana lingkungan tata kelola yang lebih luas harus
memengaruhi respon terhadap bendera merah yang lebih spesifik pada level transaksi,
seperti yang dibahas disini.

Kami menghilangkan faktor-faktor ini—kelemahan proses dan konteks—dari daftar
bendera merah untuk membuat sebuah daftar yang dapat diterapkan secara luas di
berbagai jenis proses penghargaan dan lingkungan negara yang berbeda. Faktor-faktor
yang lebih luas ini tentu saja harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan perusahaan saat
menilai risiko korupsi.

Bias dan kekuatan

Kasus yang kami pilih menampilkan dua bias yang signifikan. Pertama, penelitian kami
berkonsentrasi pada dokumen yang tersedia untuk umum dan kasus yang diketahui. Jenis
sumber utama kami adalah arsip pengadilan dan peraturan, liputan media dan laporan
LSM. Kami juga hampir secara eksklusif mengacu pada materi yang tersedia dalam bahasa
Inggris, Prancis atau Spanyol.’ Ini berarti data kami memiliki bias terhadap jenis-jenis
korupsi yang mendapat perhatian dari pihak penegak hukum atau aktor pengawasan
lainnya. Skema atau perilaku korupsi yang sejauh ini telah lolos dari pengetahuan publik
tidak akan dijelaskan disini. Hal-hal tersebut bisa mencakup korupsi di negara-negara
otoriter di mana pemeriksaan publik terhadap korupsi pemerintah sangat dibatasi, atau
tindakan oleh perusahaan non-Barat, yang mendapat sedikit perhatian dari lembaga
penegakan hukum Amerika dan Eropa, media dan aktor LSM yang menghasilkan banyak
materi sumber kami. Terakhir, kasus yang terlewatkan bisa mencakup beberapa skema
korupsi yang lebih efektif dan canggih yang sampai saat ini tidak terdeteksi. Bias kedua

dan yang terkait adalah bahwa kami hanya memeriksa kasus di mana kecurigaan adanya
korupsi telah muncul, dan oleh karenanya tidak memiliki kelompok kontrol kasus-

kasus non-korupsi untuk pembanding. Pendekatan kami adalah dengan melihat kembali
serangkaian penghargaan dimana kontroversikorupsi muncul, dan mengidentifikasi
beberapa bendera merah yang mungkin diamati oleh aktor pengawasan saat proses
pemberian penghargaan tersebut berjalan. Oleh karena itu, kami tidak dapat menunjukkan
sejauh mana bendera merah dalam daftar kami berkorelasi dengan korupsi, atau tidak
muncul dalam kasus non-korupsi. Metodologi yang berbeda mungkin memeriksa
serangkaian proses pemberian penghargaan yang lebih luas, yang mencakup kasus korupsi
dan non-korupsi, dan mengidentifikasi atribut penghargaan mana yang berkorelasi dengan
kasus korupsi. Penelitian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan yang terakhir ini

Dinegara-negara
dimana transparansi
terbatas, atau
dimana actor
pengawas seperti
Jjurnalis tidak dapat
mempertanyakan
keputusan pemerintah
tanpa rasa takut
akan represi, korupsi
menjadi lebih mudah
untuk lolos.
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bisa bermanfaat jika bisa menjelaskan bendera merah mana yang berkorelasi lebih
erat dengan korupsi dan oleh karenanya mungkin memiliki kekuatan prediksi yang

lebih besar.®

Mencatat peringatan-peringatan ini, kami percaya bahwa faktor berikut membuat daftar
merah kami cukup dapat diandalkan sebagai alat untuk membantu aktor pengawasan
mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang kemungkinan korupsi dalam proses
pemberian penghargaan:

e Kamimenarik temuan kami terutama dari analisis kasus nyata yang terperinci, bukan
dari hipotetis, literatur akademis atau sumber serupa.

e Tinjauan literatur tentang bendera merah korupsi yang kami lakukan mencatat banyak
hal yang sama seperti yang kami temukan.

¢ Kamimenggunakan sampel kasus yang besar—secara keseluruhan kami meninjau
124 dan akhirnya menggunakan 100 untuk membuat daftar ini.

e Sampel juga memiliki jangkauan geografis yang luas—49 negara di lima benua.

e Setiap bendera merah muncul di setidaknya empat kasus; contoh yang relevan
diringkas dibawah ini, sesuai tanda-tandanya. Banyak yang muncul dalam lebih dari
empat kasus. (Lihat tabel 1 di atas.)

e Setiap bendera merah juga muncul dalam kasus di lebih dari satu negara. ¢

e Dalam sebagian besar kasus yang kami gunakan, muncul lebih dari satu bendera
merah.

e Beberapabendera merah cenderung muncul bersamaan dalam pola yang umum,
atau "gabungan." Misalnya, bendera merah 6 (dimana perusahaan memberikan
pembayaran, hadiah atau bantuan kepada PEP yang punya pengaruh atas proses
seleksi) cenderung muncul dalam kasus yang sama dengan bendera merah 3
(perusahaan menunjukkan tanda-tanda kepemilikan oleh PEP) dan S (pejabat
mengintervensi proses penghargaan untuk menguntungkan suatu perusahaan).

Pencantuman dugaan dan putusan korupsi

Tidak semua penghargaan yang dijelaskan dalam laporan ini berujung pada hukuman
kriminal. Beberapa penghargaan hanya menimbulkan kecurigaan, kontroversi, atau jenis
respon resmi yang lebih sedikit. Yang lain menyebabkan tindakan hukum, namun kasus
tersebut kemudian dibatalkan atau diselesaikan tanpa pengakuan bersalah. Kami tidak
mengatakan bahwa pelaku dalam kasus-kasus ini terlibat dalam kegiatan ilegal—mungkin
saja tindakan mereka sepenuhnya sah di yurisdiksi yang relevan. Ketika seorang terdakwa
secara terbuka menolak tuduhan tersebut, kami menyajikan informasinya. Namun,
semua kasus menggambarkan jenis tuduhan yang bisa muncul saat proses pemberian
penghargaan menunjukkan adanya bendera merah korupsi.

Kami juga telah memasukkan banyak kasus yang sedang diselidiki dan ada di pengadilan
pada saat publikasi. Kami mendorong pembaca laporan ini untuk memeriksa status dari
setiap kasus untuk mendapatkan informasi lengkap dan terbaru
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Membangun dari riset dan alat sebelumnya

Daftar kami dimaksudkan untuk melengkapi dan membangun usaha-usaha sebelumnya
untuk membuat katalog tanda-tanda korupsi. Banyak aktor, termasuk badan pemerintah,’
analis industri dan kelompok antikorupsi/manajemen risiko,? lembaga finansial
internasional,’ lembaga penelitian dan kebijakan,’® dan pengawas seperti media atau LSM"
telah mengumpulkan daftar bendera merah untuk digunakan saat menilai risiko korupsi.
Tinjauan-tinjauan ini sering berfokus pada pengadaan barang pemerintah. Kebanyakan
dari kasus tersebut tidak spesifik untuk satu industri, atau jenis penghargaan dan proses
pemberian penghargaan tertentu. Sebagian daftar publikasi ini bisa dilihat di lampiran C di
sumber terpilih.

Dalam meninjau literatur ini, kami menemukan banyak contoh yang tumpang tindih
dengan analisis kami, dan juga beberapa perbedaan penting. Sebagian besar bendera merah
versi laporan ini muncul di lebih dari satu daftar terdahulu. Pada saat yang sama, usaha-
usaha sebelumnya mencakup unsur-unsur yang tidak masuk daftar kami. Perbedaan ini
berasal dari pilihan metodologi dan prioritas, dan bukan berarti satu daftar lebih lengkap
daripada daftar lainnya.

Seperti yang disebutkan di atas, kami berfokus pada atribut spesifik dari transaksi
penghargaan. Sebaliknya, daftar lain mencakup faktor struktural atau kontekstual yang
lebih luas—misalnya, menghormati peraturan perundang-undangan dan persepsi
tentang korupsi di negara di mana penghargaan tersebut diberikan. Contohnya, beberapa
orang mengidentifikasi berbisnis di sebuah negara dengan "reputasi korupsi" dan "risiko
sanksi yang rendah" sebagai bendera merah.'? Bersama dengan atribut nasional, daftar
lain mempertimbangkan dampak budaya perusahaan terhadap risiko korupsi." Seperti
disebutkan diatas, daftar kami tidak memperhitungkan faktor kontekstual, walaupun
informasi tentang konteks sangat penting ketika menilai risiko korupsi di sekitar transaksi
individual secara komprehensif.

Variasi lain di seluruh studi menyangkut bagaimana bendera merah diidentifikasi.
Beberapa penulis penelitian tampaknya menggunakan penilaian proses pemberian
penghargaan hipotetis untuk mengidentifikasi bendera merah versi mereka,' atau
mengkaji risiko dalam proses seleksi yang dijalankan oleh organisasi tertentu, seperti
Bank Dunia.”® Menyurvei kasus korupsi nyata dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi
bendera merah tidaklah umum, meskipun beberapa penulis mengilustrasikan daftar
mereka dengan contoh (kadang-kadang dianonimkan).'® Bagi beberapa aktor, seperti
organisasi multilateral, dapat menjadi kontroversial atau sulit secara politis untuk secara
eksplisit menyebutkan kasus korupsi nyata atau menggunakannya sebagai bukti akan
potensi masalah. Hal ini dapat membantu menjelaskan mengapa metodologi kami untuk
menemukan bendera merah ini relatif kurang umum.

Terakhir, peneliti-peneliti lain menyebutkan masalah metodologis yang juga ditemukan
dalam penelitian kami. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah, bendera merah
disini tidak dapat digunakan untuk memprediksi korupsi, karena kita juga tidak menilai
kemunculan mereka dalam proses penghargaan yang tampaknya tidak ada unsur korupsi.
Beberapa penelitian telah mencatat tantangan ini dan menyatakan bahwa bendera
merah yang ada mungkin cenderung melebih-lebihkan nilai mereka sebagai alat untuk
memprediksi terjadinya korupsi. Secara khusus, para periset telah mencatat bahwa
beberapa daftar tampaknya berasumsi, tanpa menguji, bahwa kemunculan sebuah
bendera merah dalam kasus-kasus di masa depan adalah alat prediksi korupsi yang dapat
diandalkan.” Dengan demikian, di bagian metodologi di atas, kami secara eksplisit
menyebutkan bahwa kami tidak membuktikan kekuatan prediktif bendera merah dalam
laporan ini. Justru, kami mencantumkan bendera merah yang muncul dalam beberapa
proses penghargaan kontroversial yang mungkin sebaiknyadilihat dan diinterogasi lebih
lanjut oleh pelaku pengawasan
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SIAPA YANG BISA MENGGUNAKAN DAFTAR INI

Tujuan daftar bendera merah kami adalah meletakkan informasi praktis dan konkret

ke tangan individu-individu yang memiliki posisi yang baik untuk mencegah atau
mendeteksi korupsi dalam banyak proses perizinan dan kontrak di sektor minyak, gas dan
pertambangan. Misalnya, kami yakin daftar tersebut bisa memberi tahu:

Pejabat pemerintah yang merancang proses penghargaan. Aturan dan prosedur
yang mengatur proses pemberian penghargaan dapat membantu mencegah jenis
perilaku bermasalah yang dijelaskan dalam laporan ini. Misalnya, pemerintah dapat
memperkuat standar prakualifikasi untuk lebih waspada terhadap perusahaan kurang
berkualitas atau terlalu tertutup. Pejabat yang bertugas merancang putaran penghargaan
biasanya bekerja untuk kementerian minyak atau pertambangan, regulator industri, atau
entitas yang mengelola lisensi sektoral, biasanya disebut kadaster.

Pejabat pemerintah yang mengawasi dan menyetujui penghargaan. Pejabat-
pejabat ini, yang mungkin mewakili regulator, kementerian, perusahaan minyak atau
pertambangan nasional atau kadaster, dapat menggunakan daftar ini untuk mendeteksi
perilaku tertentu saat proses penghargaan terungkap, dan menghindari keputusan
penghargaan yang berakhir dengan kontroversi atau hasil tidak optimal lainnya.

Anggota parlemen dan aktor pengawasan pemerintah. Di beberapa negara,
anggota parlemen memiliki peran formal dalam menyetujui pemberian izin;

di kebanyakan lainnya, mereka dapat memanggil eksekutif untuk menjawab
pertanyaan tentang penghargaan sebagai bagian dari kekuatan pengawasan mereka
yang lebih luas. Anggota komisi antikorupsi, kelompok multi-stakeholder nasional
untuk Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), lembaga audit tertinggi
dan lembaga pemerintah lainnya yang memiliki mandat pengawasan juga dapat
menggunakan daftar ini untuk membantu memprioritaskan dan menginformasikan
fungsi pemantauan mereka.

Petugas penegak hukum. Penegak hukum domestik atau asing dapat menggunakan
daftar ini untuk membantu mengorganisir investigasi mereka terhadap proses
penghargaan yang mencurigakan, sebagai sumber informasi atau jalur penyelidikan
yang berguna untuk mereka kejar.

Pejabat perusahaan ekstraktif. Saat perusahaan mengevaluasi apakah akan
berpartisipasi dalam proses pengalokasian penghargaan atau apakah akan bermitra
dengan perusahaan tertentu, daftar ini dapat membantu eksekutif perusahaan
untuk menilai risiko korupsi—misalnya, sebagai bagian dari fungsi due diligence,
manajemen risiko atau kepatuhan antikorupsi mereka.

Staf lembaga keuangan. Investor, termasuk perusahaan, bank, lembaga finansial
internasional, dan perusahaan ekuitas swasta, juga perlu mengukur risiko korupsi
dari sebuah penghargaan, dan memutuskan bagaimana dan apakah akan membiayai
sebuah proyek.

Aktor masyarakat sipil dan jurnalis. Staf LSM, juru kampanye, aktivis, dan jurnalis
dapat menggunakan daftar ini untuk menyelidiki integritas dan legalitas proses
pengalokasian penghargaan atau penghargaan individual yang sedang berlangsung
atau yang terjadi masa lalu. Secara khusus, daftar tersebut dapat membantu mereka
mengidentifikasi jalur penyelidikan yang penting, dan memprioritaskan sumber daya
mereka yang langka.

PENTINGNYA KONTEKS

Konteks adalah kunci dalam menafsirkan bendera merah korupsi dan risiko yang mungkin
mereka tunjuk. Korupsi selalu sangat spesifik pada konteks: korupsi mencerminkan dan
membentuk kondisi sosial ekonomi dan industri tertentu, norma budaya dan ekonomi
politik dalam pengambilan keputusan. Banyak faktor yang lebih luas mempengaruhi
profil keseluruhan risiko korupsi di suatu negara, seperti tidak adanya transparansi,
kebijaksanaan yang diberikan kepada pengambil keputusan pemerintah, kebebasan yang

Pemerintah dapat
memperkuat standar
prakualifikasi untuk
lebih waspada
terhadap perusahaan
kurang berkualitas
atau terlalu tertutup.

Daftar ini dapat
membantu eksekutif
perusahaan untuk
menilai risiko
korupsi—misalnya,
sebagai bagian dari
fungsi due diligence,
manajemen risiko
atau kepatuhan
antikorupsi.
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dinikmati oleh pelaku pengawasan seperti media, dan kekuatan sistem peradilan dalam
mendeteksi dan mengadili korupsi. Kami tidak memasukkan faktor-faktor mendasar
tersebut dalam daftar kami, meskipun pemahaman tentang hal-hal tersebut mungkinlah
penting untuk bisa menggunakan daftar ini dengan tepat.

Pengalokasian izin dan kontrak sektor ekstraktif berlangsung dalam lingkungan yang lebih
besar ini. Bendera merah dalam daftar kami adalah fitur atau hasil spesifik dari proses
penghargaan itu sendiri, bukan atribut dari konteks yang lebih luas. Kami juga mencatat
bahwa bendera yang berbeda mungkin lebih cenderung menjadi indikasi korupsi di beda
negara, wilayah, birokrasi, jenis transaksi (misalnya, penghargaan izin eksplorasi versus
kontrak perdagangan komoditas), atau jenis proses pemberian penghargaan (misalnya,

pengalokasian izin pertambangan model first-come-first-served versus proses bidding Ketika bendera merah
blok minyak yang sangat kompetitif). /(OI”MpS i muncul,

Ketika bendera merah korupsi muncul, konteks yang lebih luas-lah yang akan memberi konteks yang lebih
tahu aktor pengawasan tentang tingkat perhatian dan pengawasan yang diperlukan. luas-lah yang a kan

Sementara kami menyarankan agar pelaku pengawasan mengajukan pertanyaan tentang memberi tahu aktor
bendera merah manapun yang mereka temukan, beberapa mungkin muncul karena
alasan yang sepenuhnya kredibel. Misalnya, bendera merah 11 (dimana persyaratan yang ) ]
disepakati dari penghargaan menyimpang secara signifikan dari norma industri atau tingkat perhatian dan
pasar) dapat memiliki banyak penyebab lain selain korupsi. Ketika mereka menemukan pengawasan yang
sebuah bendera m.erah, pengguna daftar ini mungkin ingin memulai dengan mengajukan dl'p erlukan.

pertanyaan seperti:

pengawasan tentang

e Seberapa kuat dan/atau berapa banyak penjelasan yang relevan dan tidak terkait
dengan korupsi ada untuk bendera merah tersebut?

e Seberapa dekat perilaku yang terlibat memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum
terkait korupsi (misalnya, penyuapan, konflik kepentingan)?

e Apakah perilaku yang terlibat tidak biasa untuk konteks kejadiannya?
e Pernahkah perilaku tersebut menjadi pertanda korupsi dalam konteksnya di masa lalu?

¢ Dalam konteks yang lebih luas, apa faktor-faktor lain yang meningkatkan atau
mengurangi kemungkinan bahwa bendera merah tersebut mengarah pada praktik
korupsi?

Secara eksklusif mengandalkan daftar bendera merah yang tidak spesifik pada konteks
dapat menyebabkan aktor publik dan swasta mengabaikan faktor risiko yang relevan atau
membuat kesan palsu mengenai kepastian akan integritas dari suatu proses transaksi
atau penghargaan yang mereka periksa. Saat pengguna melihat suatu bendera, dia harus
"zoom in" untuk lebih memahami perusahaan, individu, dan proses spesifik yang terkait,
dan "zoom out" untuk memahami konteks kelembagaan, sosiopolitik, budaya, ekonomi,
dan industri yang lebih luas tentang pembuatan keputusan perizinan atau kontrak

yang sedang diperiksa. Ini akan memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan
yang tepat mengenai apakah perilaku tersebut memang layak untuk diperhatikan, dan
bagaimana respons yang tepat.18 (Perhatikan bahwa laporan ini tidak menawarkan
panduan bagaimana aktor tertentu memasukkan daftar ini ke dalam pekerjaan mereka.
Misalnya, laporan ini tidak menjelaskan bagaimana membangun kerangka kerja atau
proses diagnosis untuk mendeteksi atau mengevaluasi bendera merah, atau bagaimana
cara menanggapinya.'?)

Tidak ada cara yang mudah untuk mendeteksi korupsi. Kami berharap laporan ini akan
berfungsi sebagai sumber daya, dikombinasikan dengan alat lainnya, untuk memberikan
informasi terhadap upaya para aktor yang berusaha menjaga dan mengungkap korupsi
yang mahal itu. Upaya ini menakutkan, kompleks namun sangat penting, untuk
memastikan bahwa warga negara menerima manfaat penuh dan adil dari sumber daya
alam negara mereka.
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Dua belas bendera merah

Pemerintah mengizinkan perusahaan yang tampaknya
tidak memenuhi syarat untuk bersaing atau memenangkan
penghargaan.

Perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis, operasional atau keuangan yang
signifikan berpartisipasi dalam proses penghargaan atau memenangkan penghargaan. Hal
ini dapat menimbulkan kecurigaan karena perusahaan tersebut tidak mungkin menjadi
pilihan terbaik untuk menjalankan kontrak secara efektif, dan lebih tepatnya diizinkan
untuk bersaing atau menang karena alasan lain—karena membayar seorang pejabat yang
berpengaruh atas penghargaan tersebut atau memiliki ikatan finansial dengan PEP,
contohnya. Di beberapa negara, peraturan “konten lokal” dapat menjadikan sebuah negara
memilih perusahaan yang tidak memenubhi syarat sebagai anggota konsorsium, seolah-
olah perusahaan lokal dapat belajar dari mitra asingnya yang lebih berpengalaman.?
Namun, dalam kasus seperti itu, anggota konsorsium lainnya harus memiliki kapasitas
operasional dan keuangan yang diperlukan, dan hubungan kerja di antara mereka harus
melibatkan modalitas yang jelas untuk dipelajari oleh mitra lokal. Di pertambangan, lebih
banyak daripada di sektor minyak dan gas, pemerintah kadang-kadang memberikan lisensi
atas dasar yang tidak kompetitif dan first-come-first-served ke perusahaan yang tidak
memiliki kapasitas operasional yang nyata, hanya dalam upaya untuk mempromosikan
ketertarikan yang lebih cepatpada sektor mereka.

Tanda-tanda peringatan yang spesifik:

e Perusahaan tidak memenuhi standar prakualifikasi pemerintah atau pedoman lainnya
untuk proses seleksi, namun tetap dipilih.

e Perusahaan dan/atau petingginya tidak memiliki pengalaman kerja yang relevan
sebelumnya. Misalnya, perusahaan maju sebagai perusahaan eksplorasi dan produksi
namun belum pernah melakukan kegiatan hulu sebelumnya.

e Reputasi industri atau nama baik perusahaan dan/atau petingginya kecil atau tidak
ada sama sekali.

e Perusahaan didirikan atau terdaftar secara sah hanya beberapa saat sebelum, atau
bahkan setelah, penghargaan. Ada kesan perusahaan didirikan khusus untuk
mendapatkan penghargaan tersebut.”

e Perusahaan tidak memiliki kemampuan dasar atau aset yang dibutuhkan untuk
berkontribusi, termasuk tenaga kerja, peralatan atau keterampilan teknis—misalnya,
mengklaim sebagai perusahaan eksplorasi namun tidak memiliki ahli geologi,
insinyur atau manajer proyek dari staf atau konsultan.

e Perusahaan tidak memiliki atribut dasar yang memungkinkannya berkontribusi
secara finansial, baik secara langsung atau dengan sumber eksternal. Ini bisa mencakup
neraca, rekening yang diaudit, peringkat kredit, uang tunai, atau jangka waktu
eksistensi dan operasi keuangan yang panjang. Kekhawatiran lain bisa timbul jika
keuangan perusahaan tipis tapi tidak memberikan jaminan finansial untuk izin atau
kontrak dari perusahaan induk atau entitas lainnya.

e Perusahaan tidak menunjukkan atribut dasar lain dari sebuah bisnis yang berfungsi—
misalnya, alamat fisik atau ruang kantor, staf atau situs web.
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e Perusahaan tampaknya merupakan “perusahaan rak” yang sudah ada sebelumnya.”

e Situs web perusahaan atau materi publikasi lainnya mengklaim pengalaman yang
relevan namun tidak mencakup banyak detail yang dapat diverifikasi, termasuk
pekerjaan atau nama personil utama di masa lalu.

e Perusahaan mengajukan materi yang tidak lengkap atau salah tentang dirinya sendiri
sebagai bagian dari proses seleksi—misalnya, selama tahap pra-kualifikasi atau due
diligence.

*  Anggota konsorsium lainnya setuju untuk “menggendong” perusahaan secara
finansial.”

e Peran utama perusahaan yang berhubungan dengan izin atau kontrak tampaknya
secara pasif menerima pembayaran atau hal-hal lain yang bernilai, terutama bagi
penerima manfaat yang tidak jelas.

llustrasi kasus

Kontroversi izin tambang emas AIMROC. Kasus ini menyajikan sebuah Lihat juga
contoh kuat tentang diberikannya sebuah izin yang mentuntungkan kepada n
perusahaan dengan kualifikasi yang lemah namun memiliki koneksi politik
yang kuat. Pada tahun 2007, pemerntah Azerbaijan, melalui sebuah keputusan presiden,
mengeluarkan izin 30 tahun untuk lima tambang emas kepada sebuah perusahaan yang
baru didirikan bernama Azerbaijan International Mineral Resources Operating Company
(AIMROC).* Izin tersebut memberi AIMROC 70 persen saham tambang tersebut
sementara pemerintah Azerbaijan mempertahankan 30 persen.?” Menurut sebuah laporan
yang dibuat oleh parlemen Azerbaijan, satu dari lima tambang tersebut memiliki nilai
emas dan perak sekitar USD 2,5 miliar pada tahun 2011.2°?” Beberapa anggota parlemen
mengeluhkan bahwa tidak satu pun dari empat entitas yang secara bersama-bersama
memiliki AIMROC memiliki rekam jejak di sektor pertambangan.? Situs web (yang
tidak lagi aktif) dari entitas yang berada di Panama yang memiliki saham terbesar di
AIMROC mengatakan bahwa mereka memiliki “pengalaman yang sangat besar dalam
investigasi geologi, prospeksi, dan eksplorasi dan pemrosesan” namun hanya memberikan
beberapa rincian mengenai proyek-proyek tertentu.” Para jurnalis menemukan bahwa
hanya ada satu ahli geologi yang terdaftar dalam catatan keempat perusahaan tersebut.*
Satu lainnya dari empat entitas tersebut dimiliki bersama oleh tiga perusahaan Panama
lainnya, yang semuanya mempekerjakan dua putri Presiden Ilham Aliyev sebagai manajer
senior, berdasarkan pengarsipan perusahaan mereka.’' Tak satu pun dari kedua wanita
ini memiliki pengalaman nyata dalam bidang pertambangan. Sampai saat ini, tidak ada
tuntutan formal, investigasi ataupun keputusan hukuman. Sebuah laporan berita lokal
tahun 2013 mengklaim bahwa beberapa emas telah dihasilkan dari salah satu ladang yang
dicakup oleh izin AIMROC, namun kami tidak dapat mengkonfirmasi hal ini.*?

I I Kontroversi blok minyak OPL 245-Malabu. Kasus Malabu menunjukkan  Lihat juga
perusahaan yang baru terbentuk dan tanpa kegiatan operasional atau
pengalaman yang jelas yang menerima izin yang bisa sangat prospektif. K K ﬂ

Pada bulan April 1998, menteri perminyakan Nigeria memberi hak eksklusif kepada

Malabu Oil and Gas untuk mengeksplorasi oil prospecting license (OPL) 245, salah satu

blok minyak lepas pantai Nigeria yang paling berharga. Malabu didirikan hanya lima hari

sebelum penghargaan dan tidak diketahui sebelumnya. OPL 245 tidak digunakan selama

13 tahun, sampai pemerintah Nigeria memfasilitasi pemindahan hak dari Malabu ke Shell

dan Eni melalui transaksi dua langkah. Pada langkah pertama, Shell dan Eni membayar

USD 1,3 miliar kepada pemerintah. Pada langkah kedua, pemerintah sepakat untuk

mentransfer USD 1,1 miliar kepada Malabu. Malabu kemudian memindahkan sebagian

besar dana yang diterimanya ke beberapa perusahaan cangkang dengan penerima manfaat

yang tidak jelas. Transaksi ini telah diselidiki di beberapa yurisdiksi.
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Usaha PDVSA memberikan penghargaan ke Trenaco. Terkadang Lihat juga

- perusahaan terpilih tampil begitu tidak wajar hingga perusahaan lain yang K n
aktif di sektor ini mengeluh. Pada tahun 2015, perusahaan minyak nasional

Venezuela, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), memberikan kontrak senilai USD 4,5

miliar kepada perusahaan angkutan truk dan perdagangan kecil, Trenaco. Perusahaan yang

terdaftar di Swiss itu diharapkan untuk mengebor 600 sumur di Orinoco Belt, cadangan

minyak mentah terbesar di dunia. Perusahaan kecil itu mulai mempekerjakan staf dan

membeli peralatan beberapa bulan sebelum menang. Menurut Reuters, kesepakatan

tersebut dilaporkan kandas setelah perusahaan-perusahaan minyak internasional yang

aktif di Orinoco Belt menulis surat protes kepada PDVSA, dengan mengatakan bahwa

mereka khawatir dengan kurangnya kualifikasi perusahaan dan kecurigaan favoritisme

atau korupsi yang mungkin muncul dari pemilihan tersebut. Trenaco segera dlikuidasi

setelahnya.*® PDVSA akhirnya membagi-bagikan tender Orinoco dan memberikannya

ke perusahaan layanan minyak yang lebih berpengalaman.’ Kontroversi Trenaco pecah

saat seorang jaksa A.S. menyelidiki tuduhan penyuapan dan pencucian uang lain terhadap

perusahaan dan pejabat lain di sektor minyak Venezuela.** Pejabat PDVSA terdahulu dan

sekarang membantah tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa tuduhan tersebut adalah

upaya yang dipimpin A.S. untuk merusak reputasi pemerintah.*

Penjualan NNPC kepada perusahaan minyak “aktentas.” Di Lihat juga

I I beberapa sektor, perusahaan cangkang yang tidak memenuhi syarat secara K n
reguler dimasukkan ke dalam kesepakatan tertentu sebagai alat untuk

mendistribusikan patronase. Selama bertahun-tahun, perusahaan minyak nasional

Nigeria, Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), menjual sebagian besar

produksi minyak mentah negara tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang tidak

memenuhi syarat, yang sering disebut secara lokal sebagai “perusahaan aktentas.” Mereka

adalah perusahaan perantara kecil yang tidak banyak diketahui, biasanya terhubung

dengan politisi kelas berat, yang tidak memiliki aset dan operasional untuk menjual

minyak. Sebagai gantinya mereka menjual kembali, atau “melemparkan,” minyak yang

mereka terima ke pedagang komoditas yang lebih besar dan lebih berpengalaman,

dan mengumpulkan margin penjualannya.’’ Sebuah satuan tugas pemerintah Nigeria

tahun 2012 menunjukkan bahwa banyak pembeli minyak NNPC “tidak menunjukkan

keahlian yang dikenal dalam bisnis perdagangan minyak mentah” dan memiliki “sedikit

atau tidak ada sama sekali kapasitas komersial dan finansial.”*® Penelitian NRGI tahun

2015 menemukan bahwa beberapa perusahaan aktentas digunakan untuk menyalurkan

pembayaran ke PEP Nigeria, dan kadang-kadang asing.** Dana ini—diperkirakan pada

2013 padabatas atas dari USD 0,25 - USD 0,40 per barel*>—seharusnya bisa masuk ke

pemerintah Nigeria. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini menjalankan korupsi

atau patronase, ketimbang menambahkan nilai pada transaksi komersial.
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Perusahaan atau individu yang memiliki riwayat kontroversi
atau perilaku kriminal bersaing untuk, atau memenangkan,
sebuah penghargaan.

Perusahaan yang terlibat dalam proses pemberian penghargaan, atau individu yang
memiliki kepentingan di dalamnya, memiliki reputasi atau catatan keikutsertaan dalam
korupsi atau kesalahan lainnya. Ini bisa menunjukkan bahwa perusahaan atau individu
tersebut memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam praktik bisnis bermasalah, atau
para pejabat memperlakukan mereka dengan favoritisme. Tentu saja, beberapa perusahaan
mungkin hanya dituduh oleh pesaing mereka. Tingkat pemeriksaan yang didorong

oleh bendera merah ini harus bergantung pada faktor-faktor seperti kekuatan bukdti atau
seberapa sering perusahaan atau individu tersebut dituduh.

Tanda-tanda peringatan yang spesifik

e Perusahaan atau individu dicurigai, diinvestigasi atau didakwa atas kegiatan kriminal,
di dalam negara atau tempat lain.

e Perusahaan atau individu telah dihukum karena melakukan kejahatan atau
pelanggaran terhadap undang-undang lain yang relevan, di dalam negara atau tempat
lain.

e Perusahaan atau individu memiliki catatan panjang litigasi atau aktivitas hukum
buruk lainnya yang menunjuk kepada praktik bisnis yang tidak etis.

llustrasi kasus

Pertukaran minyak untuk produk, NNPC. Dalam kasus ini, beberapa
I I perusahaan memenangkan kontrak setelah sebelumnya terlibat dalam

skandal. Mulai tahun 2010, NNPC menjual 210.000 barel minyak mentah
Nigeria per hari melalui kesepakatan pertukaran minyak untuk produk refined dengan
perusahaan perdagangan swasta. Pada tahun 2012, tiga dari perusahaan yang memegang
kontrak ini terlibat dalam skandal subsidi bahan bakar Nigeria, yaitu sebesar USD
6,8 miliar. Sebuah komite pemerintah akhirnya membebaskan dua dari perusahaan
tersebut dari tuduhan kecurangan,’’ meskipun tidak untuk dugaan penyalahgunaan
lainnya terhadap skema subsidi tersebut.*? Perusahaan ketiga dan beberapa petingginya
dikenai sembilan tuduhan kriminal pada tahun 2012.* Namun demikian, perusahaan
ini terus melakukan bisnis perdagangan minyak untuk pemerintah di bawah kontrak
yang sama sampai akhir 2014. Setelah pemerintah berpindah tangan, sebuah pengadilan
di Nigeria memenjarakan dua petinggi perusahaan atas tuduhan penipuan subsidi.*
Sebelumnya, pada tahun 2015, polisi antikorupsi Nigeria membuka penyelidikan atas
beberapa kesepakatan swap ini; sebagian besar perusahaan secara terbuka menyangkal
berbuat salah.* Sampai saat ini, belum ada tuduhan yang diajukan terkait pertukaran
ini, walaupun pada tahun 2016, polisi antikorupsi Nigeria mengumumkan direktur
pelaksana dari perusahaan lain sebagai tersangka atas tuduhan “persekongkolan kriminal,
pengalihan dana dan pencucian uang” dalam kasus suap terkait minyak lainnya. Eksekutif
perusahaan menjawab bahwa dia adalah “warga yang taat hukum” dan tidak pernah tidak
menghormati panggilan dari polisi.*®

- Skandal pengadaan alat pengeboran minyak Naftogaz. Penghargaan
lainnya dapat melibatkan proksi, atau “front,”*” untuk pejabat yang memiliki
reputasi keterlibat dalam perilaku kriminal atau tidak etis. Ketika sebuah anak

perusahaan dari perusahaan minyak nasional Ukraina (NOC) Naftogaz mengeluarkan

tender pada tahun 2010 untuk membeli sebuah bor minyak lepas pantai, perusahaan
tersebut menerima tawaran dari dua perusahaan: Highway Investment Processing

LLP yang berbadan hukum di Inggris, dan Falcona System Ltd dari Selandia Baru.*®

Penghargaan pertama kali menarik perhatian ketika sebuah LSM setempat melaporkan

bahwa pemenangnya, Highway Investment Processing, telah membeli alat pengeborannya

Lihat juga

Lihat juga
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dari vendor Norwegia seharga USD 248 juta—atau 38 persen lebih rendah dari harga jual
ke Ukraina—beberapa hari sebelum menjualnya ke anak perusahaan Naftogaz.49 Pejabat
Ukraina menghubungkan selisih harga tersebut dengan biaya pengadaan dan transportasi
tambahan, walaupun laporan investigasi mempertanyakan validitas dari penjelasan ini.*
Laporan media kemudian menemukan bahwa direktur dan pemegang saham Highway
Investment Processing and Falcona Systems adalah bagian dari jaringan profesional
nominee yang menyalurkan kepentingan mereka melalui perusahaan cangkang lepas
pantai.’’ Dua dari nominee dikenal di lingkaran antikorupsi dan dikaitkan dengan ratusan
perusahaan cangkang, yang mana beberapa di antaranya diduga berperan dalam pernipuan
kontrak pemerintah dan bank, antara lain skema Ponzi berbasis di A.S. dan embago
penjualan senjata kepada kelompok pemberontak Afrika.*?

Kontroversi blok minyak OPL 24-5-Malabu. Dalam kasus ini, Lihat juga

I I perusahaan-perusahaan minyak internasional menandatangani kesepakatan K K ﬂ
yang melibatkan PEP dengan membawa latar belakang hukum dan reputasi

yang serius. Pada tahun 2011, pemerintah Nigeria mengalihkan hak atas blok minyak

yang sangat besar, OPL 245, dari sebuah perusahaan bernama Malabu ke raksasa industri

Shell dan Eni. Mantan Menteri Perminyakan Nigeria yang juga pemegang saham Malabu,

Dan Etete, adalah pemain sentral dan penerima manfaat dalam kesepakatan tersebut.

Empat tahun sebelumnya, sebuah pengadilan Prancis telah menghukum Etete atas

pencucian uang.” Beberapa laporan pers Nigeria mengklaim bahwa pemerintah Prancis

kemudian memberinya pengampunan, namun kami belum dapat memastikannya secara

independen.>* Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak maju dengan kesepakatan

tersebut walau dengan catatan dan reputasinya. Keduanya telah menolak mengetahui

sebelumnya bahwa pemerintah Nigeria akan mengalihkan sebagian besar dana yang

mereka bayarkan untuk OPL 245 ke Malabu, meskipun penyelidikan oleh LSM Global

Witness dan yang lainnya meragukan klaim tersebut.>

i’ Penjualan asset Gécamines and Sodimico ke entitas Dan Gertler. Lihatjuga
A Antara 2010 dan 2012, perusahaan-perusahaan pertambangan milik ﬂ
pemerintah Kongo, Gécamines dan Sodimico, menjual sebagian saham
mereka di sejumlah proyek tembaga dan kobalt yang berharga kepada perusahaan-
perusahaan lepas pantai yang tidak diketahui yang ketika dilacak menunjuk ke pengusaha
pertambangan Israel Dan Gertler, seorang teman dari Presiden Republik Demokrat Kongo
(DRC) Joseph Kabila setidaknya sejak tahun 1990an.*® Dalam waktu singkat, banyak dari
perusahaan-perusahaan tersebut menjual saham yang baru mereka peroleh ke operator
tambang yang mapan, untuk mendapatkan ketuntungan besar.”” Pemerintah Kongo
terus memberikan lisensi kepada perusahaan Gertler setelah Global Witness dan yang
lainnya secara terbuka mengemukakan kekhawatiran tentang kesepakatan-kesepakatan
tersebut—dengan alasan, misalnya, bahwa penggunaan struktur lepas pantai yang tidak
jelas dapat memungkinkan pejabat pemerintah di DRC untuk mendapatkan keuntungan
dari penjualan aset terdiskonto.*® Due diligence yang dilakukan oleh salah satu mitra
bisnis Gertler menemukan bahwa “beberapa Watch List compliance mengidentifikasi
[Gertler] sebagai individu yang terekspos secara politik [sic] sebagai akibat hubungannya
yang erat dengan pemerintah DRC,” dan bahwa Gertler “disebutkan dalam laporan
PBB [dan] menyimpan apa yang hanya bisa digambarkan sebagai rekan bisnis yang tidak
menguntungkan.”’ Sebuah investigasi pemerintah A.S. tahun 2016 terhadap kesepakatan
pertambangan DRC menuduh bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh Gertler
“membayar lebih dari seratus juta dolar A.S. untuk suap kepada pejabat DRC untuk
mendapatkan akses khusus dan harga preferensial untuk peluang di sektor pertambangan
yang dikendalikan pemerintah di DRC” dari 2005 sampai 2015.%° Gertler menolak
temuan- temuan ini.®’
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Perusahaan atau individu yang memiliki riwayat kontroversi
atau perilaku kriminal bersaing untuk, atau memenangkan,
sebuah penghargaan.

Pelaku pengawasan dan investor harus selalu melihat lebih dekat ketika pemerintah
melakukan bisnis dengan perusahaan ekstraktif yang memiliki PEP sebagai pemegang
saham legal. (Bendera merah 4 di bawah menggambarkan skenario PEP sebagai pemilik
tersembunyi, yaitu seseorang yang tidak terdaftar sebagai pemegang saham legal). Mereka
juga harus memindai situasi terkait yang memungkinkan PEP mendapatkan keuntungan
melalui saluran tidak langsung lainnya. Perusahaan dapat menyalurkan pembayaran ke
PEP melalui hubungan bisnis pihak ketiga, seperti konsultasi atau subkontraktor. Situasi
ini memerlukan pemeriksaan, karena hubungan bisnis pihak ketiga bisa menjadi saluran
untuk mentransfer dana ke PEP—terutama jika pembayaran melebihi nilai layanan

yang diberikan. Dalam kasus lain, PEP, atau entitas yang dimilikinya atau dikontrolnya,
merupakan kreditor utama perusahaan pemenang atau pesaing. Paling buruk, pengaturan
seperti ini bisa jadi kendaraan untuk penyuapan. (Lihat bendera merah 6).

Tanda-tanda peringatan yang spesifik

e PEPadalah pemegang saham di perusahaan, dan karenanya berhak atas dividen atau
bagian lain dari pendapatannya.

e Perusahaan berhubungan dengan PEP atau perusahaannya sebagai konsultan atau
penyedia layanan.

e PEPatau perusahaannya memberikan perjanjian pinjaman yang patut
dipertanyakan,®? surat perjanjian hutang atau instrumen hutang lainnya agar bisa
memenangkan penghargaan.

llustrasi kasus

Kesepakatan impor bahan bakar Trafigura-Cochan. Contoh dari Angola
:\} ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah terkadang mengalokasikan
MBl kontrak kepada perusahaan dengan PEP sebagai pemilik sah, dan bagaimana
entitas tersebut kemudian bermitra dengan perusahaan internasional. Mulai tahun
2009, NOC Angola, Sonangol, mengajak raksasa perdagangan Swiss Trafigura untuk
menjalankan dua penawaran pasokan bahan bakar besar. Yang pertama adalah perjanjian
pertukaran minyak untuk refined products dimana Trafigura mengimpor jutaan ton bahan
bakar ke Angola setiap tahunnya. Di bawah yang kedua, pemerintah menyewa Trafigura
untuk memasarkan bensin dan produk lainnya senilai miliaran dolar di Angola.®® Melalui
jaringan perusahaan cangkang, entitas di Bahama, Cochan Ltd., memegang saham besar
di dua afiliasi Trafigura yang berkontrak dengan Sonangol untuk kesepakatan-kesepakatan
tersebut. Satu-satunya pemegang saham Cochan adalah rekan senior yang kuat dari
presiden Angola.** Seorang wartawan mengajukan keluhan tentang masalah ini kepada
jaksa agung Angola, namun tidak ada tindakan penegakan hukum yang dilakukan.®
Bersama-sama, kedua kesepakatan tersebut memberi Trafigura dan Cochan kekuatan
monopoli atas pasar bahan bakar Angola dengan biaya bagi negara yang tidak diketahui—
persyaratan dan pembayaran dari kesepakatan tidak diungkapkan.®®
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Pembayaran konsultasi penjualan minyak Sphynx. Dalam kasus ini, Lihatjuga

" PEP memiliki beberapa perusahaan yang juga dilaporkan mengalokasikan u

keuntungan kepada individu tambahan yang dekat dengan pemimpin negara,

melalui kontrak konsultasi. Pada awal tahun 2000an, perusahaan minyak nasional Kongo

memilih tiga perusahaan untuk membeli minyaknya: Sphynx Inggris, Sphynx Bermuda

dan Africa Oil & Gas Corporation (AOGC). Penyelidikan LSM menemukan bahwa

pejabat senior SNPC memiliki saham besar tersembunyi di ketiga perusahaan tersebut.®’

Perusahaan-perusahaan ini menjual minyak tersebut ke pedagang internasional besar

yang kemudian membayar pemerintah. Beberapa bukti menunjukkan ketiga perusahaan

perantara itu juga meminjamkan uang kepada pemerintah Kongo dengan bunga tinggi,®

dan membagikan hasil penjualan minyak kepada politisi. Misalnya, Sphynx Bermuda

dilaporkan membayar “layanan konsultasi” yang tidak jelas kepada perusahaan yang

dimiliki oleh anggota keluarga presiden.®

Skema suap privatisasi KoZeny SOCAR. Pada tahun 1998, pengusaha Lihat juga
kelahiran Ceko Viktor KoZeny, bertindak untuk dirinya sendiri dan investor n
lainnya, mentransfer uang tunai dan aset lainnya senilai jutaan dolar kepada

pejabat-pejabat senior Azerbaijan dalam upaya untuk mempengaruhi mereka untuk
mendukung perusahaannya dalam rencana privatisasi Perusahaan Minyak Negara
Republik Azerbaijan (SOCAR). Dengan menggunakan pengacara Swiss sebagai fasilitator,
KozZeny mentransfer uang dan voucher privatisasi untuk lelang SOCAR yang akan datang
ke setidaknya 45 perusahaan induk. Dia kemudian menempatkan pejabat-pejabat tersebut
sebagai beneficial owners dari 28 dari entitas ini.”° Dalam sebuah dakwaan pidana tahun
2009 yang berkaitan dengan skema tersebut, jaksa A.S. menuduh bahwa agen perusahaan
cangkang yang terkait dengan para pejabat tersebut dan KoZeny menandatangani tiga
perjanjian pinjaman palsu masing-masing sebesar USD 100 juta untuk menciptakan
justifikasi ekonomi dan arsip palsu untuk pengalihan beneficial ownership di 28
perusahaan induk tersebut.”” Pengusaha lain yang terlibat dalam skema suap tersebut
menjalani masa hukuman penjara 10 bulan di bawah FCPA;’? sang pengacara Swiss dan
perusahaan investasi AS masing-masing membayar denda sebesar USD 500.000.”
KoZeny menghindari proses pengadilan di AS.”* Akhirnya, pemerintah Azerbaijan
memilih untuk tidak memprivatisasi SOCAR.
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Perusahaan yang bersaing atau menang menunjukkan tanda-
tanda disembunyikannya PEP yang menjadi beneficial owner.

Perusahaan dengan PEP sebagai beneficial owner tersembunyi tidak jarang terjadi di
industri ekstraktif. Seringkali partisipasi PEP disembunyikan oleh struktur kepemilikan
perusahaan. Banyak kendaraan perusahaan yang dapat menyembunyikan beneficial
owner mereka tidaklah ilegal, tapi semua harus segera ditinjau. Bisa dilakukan untuk
tujuan hukum, akuntansi atau operasional yang sah—atau tujuan seperti penghindaran
pajak yang, jika dipertanyakan, tidak berarti ada sesuatu yang ilegal telah terjadi.

Tetapi perusahaan dengan atribut rahasia yang mungkin bisa membantu mereka
menyembunyikan partisipasi PEP harus mendapat pengawasan yang tinggi, terutama
ketika memasukkan mereka dalam penghargaan tidak secara jelas mempromosikan
kepentingan bisnis atau kebijakan publik yang sah. Pelaku pengawasan mungkin perlu
memeriksa semua entitas dalam struktur kepemilikan perusahaan, mengingat bahwa PEP
terkadang memegang kepentingan mereka secara tidak langsung—misalnya melalui anak
usaha di luar negeri atau struktur perusahaan induk.

Tanda-tanda peringatan yang spesifik

e Struktur pemegang saham perusahaan mencakup rantai atau jaringan perusahaan
cangkang, atau sub-struktur perusahaan induk yang kompleks,”* yang mengaburkan
siapa yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan perusahaan.

e Perusahaan memiliki satu atau lebih pemegang saham nominee.’® Catatan perusahaan
dapat secara eksplisit mengidentifikasi individu tersebut sebagai nominee, atau dia
mungkin menunjukkan ciri khas nominee—misalnya, menjadi pemegang saham atau
direktur di banyak entitas lainnya; bekerja untuk firma hukum, perusahaan jasa atau
bisnis lain yang mengkhususkan diri dalam menciptakan perusahaan cangkang atau
mengelola kekayaan pribadi.

e Beberapa saham perusahaan adalah saham atas unjuk.”

e Struktur pemegang saham perusahaan mencakup nama yang tampaknya diubah atau
dibuat-buat. Ini bisa jadi nama seseorang atau perusahaan yang tidak memiliki catatan
publik; sebuah nama yang tampaknya sengaja salah eja; nama yang tak diketahui
seorang pun yang memiliki pengetahuan yang relevan; nama yang sangat mirip
dengan nama lain yang dapat diidentifikasi; atau alias yang diketahui atau dicurigai,
terutama milik PEP.

e Struktur pemegang saham perusahaan mencakup blok saham resmi yang signifikan
namun tidak dilepas. Dalam beberapa kasus—meski tentu saja tidak semua—hal ini
bisa menimbulkan kecurigaan bahwa perusahaan memegang blok saham cadangan
untuk PEP.

e Daftar pemegang saham untuk perusahaan—baik yang termasuk dalam
pengarsipan perusahaan atau beberapa dokumen resmi lainnya—tidak sepenuhnya
memperhitungkan semua saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

e Individu dengan hubungan keluarga, pribadi, politik, bisnis atau ikatan keuangan
dekatlainnya dengan PEP adalah pemegang saham, direktur atau pejabat di
perusahaan. Khususnya saat ada bendera merah lainnya, hal ini bisa menimbulkan
kekhawatiran bahwa individu tersebut adalah proksi atau “front” untuk PEP.

*  Pemegang saham yang memiliki kepentingan signifikan dalam perusahaan
memiliki pekerjaan sederhana yang tidak terkait dengan ekstraktif, dan yang tidak
akan menghasilkan pendapatan yang memadai untuk membeli sahamnya atau
memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan.
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e Saatdihubungi, pemegang saham tidak menyadari bahwa dia adalah pemilik
perusahaan, menunjukkan bahwa identitasnya mungkin telah digunakan tanpa
sepengetahuan atau izinnya.

e Entitas dalam struktur pemegang saham perusahaan menjadi badan hukum dalam
yurisdiksi yang tidak harus melaporkan pemegang saham kepada publik, atau tidak
mengumpulkan atau mencatat informasi pemegang saham.”

e Struktur pemegang saham perusahaan berisi trust dengan beneficial owner yang tidak
diketahui atau tidak jelas.”

e Perusahaan berbagi alamat fisik, agen yang terdaftar, ruang kantor, nomor telepon,
atau infrastruktur bisnis lainnya dengan perusahaan lain yang dimiliki atau
dikendalikan oleh PEP, atau dengan individu yang terkait dengan PEP.

llustrasi kasus

Kontroversi izin tambang emas AIMROC. Dalam kasus AIMROC, Lihat juga
beberapa struktur kepemilikan—yaitu lapisan perusahaan dan penggunaan K
yurisdiksi rahasia di luar negeri membuatnya lebih sulit untuk mendeteksi
kehadiran PEP di antara entitas yang memegang izin pertambangan yang berharga.
Perusahaan Azerbaijan International Mineral Resources Operating Company Ltd
(AIMROC) adalah perusahaan patungan antara empat perusahaan. Salah satunya, Globex
International LLP, terdaftar di Inggris dan menguasai 11 persen AIMROC.*® Globex
pada gilirannya dimiliki oleh tiga perusahaan cangkang di Panama—sebuah yurisdiksi
kerahasiaan yang diketahui memiliki standar pajak dan pelaporan perusahaan yang
lunak.®" Dokumen perusahaan mencantumkan dua putri Presiden Aliyev sebagai presiden
dan bendahara di masing-masing perusahaan.®

. Kasus suap blok minyak Cobalt. Dalam kasus ini, beberapa PEP memiliki Lihat juga
‘;}\ saham di beber.apa perusahaap kecil yang menjadi mitra minoritas dalam K m
kesepakatan minyak yang lebih besar. Pada tahun 2010, perusahaan Cobalt
International Energy yang terdaftar di A.S. menandatangani sebuah kesepakatan dengan
pemerintah Angola untuk mengembangkan dua lisensi minyak laut dalam. Mitra Cobalt
dalam kesepakatan tersebut adalah NOC Sonangol dan dua perusahaan hulu Angola
yang kurang terkenal: Nazaki Oil dan Alper Oil.* Daftar resmi Angola menyebutkan
pemilik sah Nazaki adalah enam individu dan kelompok investasi lokal, Grupo Aquattro
Internacional (GAI).** Seorang jurnalis Financial Times menyadari bahwa GAI memiliki
alamat yang sama dengan perusahaan minyak kecil Angola lainnya, Sociedade de
Hidrocarbonetos de Angola (SHA). Catatan SHA mencantumkan tiga pejabat pemerintah
Angola sebagai pemiliknya: Manuel Helder Vieira Dias Junior (a.k.a. “Kopelipa”), kepala
Angolan National Reconstruction Office; Jenderal Leopoldino Fragoso do Nascimento
(ak.a. “Dino”), kepala telekomunikasi di kantor presiden; dan Manuel Vicente,
mantan kepala dan CEO Sonangol.** Ketika Financial Times menanyai pejabat-pejabat
tersebut, Vicente dan Vieira Dias mengakui bahwa mereka dan Jenderal Do Nascimento
mempunyai kepentingan di Nazaki melalui perusahaan investasi GAIL*® Vicente mengaku
tidak mengetahui investasi GAI di Nazaki, dan bahwa GAI menarik diri dari Nazaki
saat dia tahu.®” Pemerintah AS mulai menyelidiki akuisisi blok Cobalt atas pelanggaran
FCPA pada tahun 2011; kasus ini kemudian ditutup tanpa penjelasan publik.® Cobalt
juga dituntut oleh pembeli saham Cobalt karena diduga menyesatkan mereka dengan
klaim palsu bahwa pembelian mereka sesuai dengan undang-undang AS yang melarang
penyuapan pejabat asing.*” Kami belum melihat bukti adanya sebuah resolusi dari gugatan
itu. Cobalt mencoba untuk menutup kasusnya pada 2016 dan tidak berhasil.*°
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Kasus penjualan minyak Sphynx. Seorang pejabat Kongo menggunakan Lihatjuga

" banyak alat untuk menyembunyikan kepentingannya di tiga perusahaan K
yang membeli minyak dari NOC, termasuk perusahaan nominee profesional

dan rantai kepemilikan perusahaan yang berujung pada perusahaan induk yang berada

dalam yurisdiksi kerahasiaan.’” Sebuah keputusan pengadilan di Inggris tahun 2005

menjelaskan, misalnya, bagaimana salah satu perusahaan, Sphynx Bermuda, dimiliki

sepenuhnya oleh perusahaan induk di Kepulauan British Virgin (BVI) bernama Lockwood

Enterprises Ltd. Dalam pengarsipan perusahaan, Lockwood pada awalnya mendaftarkan

sebuah perusahaan nominee profesional sebagai pemegang saham tunggalnya. Perusahaan

ini mengatakan kepada bank dari Lockwood di Swiss bahwa mereka memegang saham

“dengan skema trust” untuk pejabat tersebut. Setelah itu, pejabat tersebut mencantumkan

namanya sendiri diatas perusahaan nominee dalam catatan BVI. Menurut pengadilan

Inggris, sang pejabat “bermaksud untuk dan memang menjalankan bisnis dari luar negeri,

memperlakukan Sphynx Bermuda sebagai perusahaannya tanpa merujuk pada para

direktur profesional yang terlibat untuk bertindak seperti itu untuk Sphynx Bermuda atau

kepada teman-temannya yang telah ditunjuknya sebagai direktur Sphynx UK.” Pengadilan

selanjutnya menemukan bahwa dia memegang ekuitas di Sphynx melalui perusahaan

cangkang di sebuah yurisdiksi kerahasiaan karena “dia tidak ingin hubungannya

diketahui.”*?

Skema suap privatisasi KoZeny SOCAR. Kasus ini menunjukkan Lihat juga

bagaimana trust dapat digunakan oleh PEP untuk menyembunyikan K
kepemilikan mereka. Sebagai bagian dari skema suap yang kompleks untuk

memenangkan ekuitas di NOC Azerbaijan SOCAR melalui privatisasi yang direncanakan,

sebuah perusahaan lepas pantai yang dikendalikan oleh KoZeny diduga mentransfer

voucher privatisasi yang telah dibeli dari pemerintah kepada 45 perusahaan induk.

Perusahaan kemudian mencatat beneficial ownership 28 entitas adalah tiga perusahaan

induk, yang pada gilirannya dimiliki oleh empat trust yang menguntungkan PEP, yang

beberapa di antaranya mungkin memiliki pengaruh atas proses pelelangan.*
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Seorang pejabat mengintervensi proses pemberian
penghargaan untuk menguntungkan perusahaan tertentu.

Pejabat menggunakan peran formal atau informalnya dalam proses pemberian
penghargaan untuk mengubah, atau mencoba mengubah, hasil agar menguntungkan
perusahaan tertentu. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang diistimewakan tidak akan
terlihat paling berkualitas, atau tidak menawarkan apapun yang memajukan kepentingan
umum (lihat Bendera Merah 1). Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pejabat

tersebut telah melakukan intervensi karena dia atau seseorang di jaringan politik, sosial
atau bisnisnya memiliki kepentingan di perusahaan tersebut, atau bahwa perusahaan
tersebut telah membayar pejabat tersebut atas bantuannya. Bendera merah 9 menyangkut
perusahaan yang menggunakan pemecah masalah atau perantara untuk mendapatkan
keuntungan dalam sebuah kesepakatan.

Tanda-tanda peringatan yang spesifik

e Seorang pejabat mengambil langkah yang tidak biasa untuk memastikan bahwa
sebuah perusahaan diperbolehkan untuk bersaing. Misalnya, dia mungkin
memberi pengecualian kepada perusahaan tersebut dari proses prakualifikasi, atau
memasukkan nama perusahaan ke daftar penawar yang disetujui.

e Pejabat yang memiliki pengaruh atas penghargaan tersebut menyarankan,
merekomendasikan atau mengharuskan perusahaan tersebut untuk bergabung
dengan perusahaan lain untuk mengajukan izin atau kontrak, yang secara efektif
menciptakan “pernikahan paksa”. Hal ini terutama dapat menjadi perhatian ketika
perusahaan yang dipaksakan oleh pejabat tersebut tidak berpengalaman dan tidak
berkontribusi, atau memiliki hubungan politik yang jelas. Perkawinan paksa dapat
berbentuk usaha patungan atau kemitraan, atau hubungan penyedia layanan
subkontrak atau pihak ketiga.

*  Pejabat memberi akses istimewa terhadap informasi rahasia kepada kepada
perusahaan yang menang atau bersaing—misalnya, data geologi—untuk digunakan
dalam menyusun penawarannya.

e Perusahaan diberi izin atau kontrak yang tidak ditawarnya, atau diizinkan untuk
menukar izin atau kontrak yang dimenangkannya untuk penghargaan lain.

e Pejabat berwenang atas keputusan tingkat akhir atau tingkat tinggi membatalkan hasil
dari proses penghargaan, atau mengubah keputusan pejabat yang semula ditunjuk
untuk memilih pemenang.

e Tawaran pemenang atau peringkat tertinggi tidak diterima.

e Pelaksanaan proses penghargaan melenceng dari peraturan, standar atau kriteria yang
ditetapkan pemerintah, dan/atau menunjukkan tingkat diskresi dan/atau kerahasiaan
yang tinggi atau tidak biasa. Ini sangat umum terjadi di beberapa negara, namun tetap
menciptakan kondisi yang memaklumi diskresi atas dasar jual pengaruh, pribadi,
patronase dan penyalahgunaan lainnya.

Studi kasus

Kasus suap blok minyak Cobalt. Cobalt menawarkan contoh perkawinan
:Q paksa, yang konon untuk kepentingan mempromosikan “konten
MB [okal.” Pada tahun 2011, Cobalt International mengungkapkan bahwa

“pemerintah Angola [...| menugaskan” perusahaan lokal Nazaki Oil and Gas dan Alper
Oil untuk menjadi mitra lokal minoritasnya dalam mengembangkan dua blok minyak
laut dalam.** Global Witness menemukan bahwa pada saat penghargaan tersebut,

baik Nazaki dan Alper “adalah perusahaan yang tidak jelas yang tidak memiliki rekam
jejak industri yang terlihat.”*> Cobalt mengklaim, “Kami tidak pernah bekerja dengan
salah satu dari perusahaan ini di masa lalu, dan oleh karena itu, pengetahuan kami soal

Lihat juga
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perusahaan-perusahaan ini terbatas.”*® Perusahaan juga menekankan bahwa due diligence
seputar kesepakatan tersebut tidak menemukan bukti bahwa pejabat pemerintah berada

di belakang mitra lokal mereka.”’ Tetapi dua pejabat tinggi Angola kemudian diungkapkan
kepada Financial Times bahwa mereka dan pejabat lainnya masing-masing memiliki
sepertiga Nazaki melalui perusahaan investasi.”

Skandal penghargaan blok minyak Starcrest. Dalam kasus ini, keputusan ~ Lihat juga
I I yang dibuat setelah penawaran ditutup menyebabkan perusahaan yang E

memiliki koneksi menerima izin dengan persyaratan yang menguntungkan.
Setelah putaran lisensi blok minyak Nigeria 2006 ditutup, regulator mengizinkan
perusahaan yang terdaftar di Seychelles, Starcrest Energy International, untuk menukar
blok yang telah dimenangkannya untuk yang lain. Penghargaan tersebut diberikan
pada kondisi politik yang meningkat di Nigeria, karena presiden mencari dukungan—
dan juga dana—untuk upayanya mengubah konstitusi Nigeria agar mengizinkannya
mencalonkan diri untuk periode ketiga.” Laporan due diligence pemerintah , Chatham
House dan Financial Times masing-masing menggambarkan pemimpin Starcrest, Emeka
Offor, sebagai “pendukung kepercayaan dan kampanye yang terkenal” dari Obasanjo,'®
“pemodal utama partai yang berkuasa [di Nigeria] """ dan “sebuah perusahaan ... yang
mana sumber industri katakan memiliki koneksi politik yang kuat.”'*? Regulator
dilaporkan baru mulai menegosiasikan pertukaran lisensi Starcrest setelah perusahaan
lain, di mana Presiden Obasanjo memiliki saham kepemilikan, menunjukkan ketertarikan
pada OPL 291 namun akhirnya tidak mendapatkannya.'® Kesepakatan itu ternyata sangat
menguntungkan untuk Starcrest: dalam beberapa bulan, mereka menjual 72,5 persen hak
partisipasi di blok tersebut ke Addax Oil and Gas Limited seharga USD 35 juta dan bonus
penandatanganan USD 55 juta.’® Pengumuman Addax mengenai transaksi ini lah yang
pertama kali menarik perhatian publik atas kesepakatan tersebut, dan tiga penyelidikan
pemerintah Nigeria menyusul. Tidak ada yang menemukan bukti kesalahan yang
jelas, walaupun setidaknya dua penyelidikannya ditutup secara prematur.'® Pengacara
Emeka Offor kemudian mengatakan kepada Global Witness bahwa “Presiden Obasanjo,
meskipun seorang teman baik dari klien kami, tidak pernah mempengaruhi (atau pejabat
pemerintah Nigeria manapun) penghargaan [blok] untuk Starcrest.”'%

Kasus suap kontrak alat perminyakan PDVSA. Penyuapan dapat Lihat juga

memotivasi pejabat untuk melakukan intervensi atas nama perusahaan K n
tertentu. Setidaknya antara tahun 2009 dan 2014, dua pengusaha yang

berbasis di AS menyuap pejabat di PDVSA, NOC Venezuela, dengan imbalan perlakuan

preferensial dalam pemberian kontrak produksi peralatan minyak sebesar USD 1

miliar untuk perusahaan mereka.’”” Menurut dakwaan, para pejabat—yang semuanya

merupakan staf pengadaan tingkat menengah di NOC tersebut—setuju untuk memberi

informasi kepada para pengusaha tentang proses penawaran PDVSA, memastikan bahwa

perusahaan yang dimiliki oleh kedua orang tersebut ditampilkan dalam daftar penawar

yang disetujui untuk tender, dan “mendukung” tawaran perusahaan di depan komite

pembelian internal. Pengusaha tersebut diduga memberikan suap sebesar USD 790.000

ke rekening A.S. dan Panama yang terkait dengan pejabat tersebut, anggota keluarga dan

rekan mereka. Mereka juga membayar biaya perjalanan, makan dan hiburan para pejabat,

dan melunasi hipotek seseorang.’® Dua pengusaha tersebut, bersama dengan seorang

rekan dan tiga pejabat PDVSA, mengaku bersalah atas berbagai pelanggaran terkait

FCPA dan pencucian uang pada tahun 2016."° Awal 2017, departemen kehakiman AS

melaporkan bahwa penyelidikan penyuapan PDVSA sedang berlangsung namun tidak

mengumumkan tuntutan baru.'"®
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Skandal suap Petrogate. Dalam kasus ini, sebuah perusahaan Lihat juga
menggunakan perantara (lihat bendera merah 9) diduga untuk menyuap R
pejabat agar melakukan intervensi atas perusahaan. Skandal “Petrogate”

pertama terungkap pada tahun 2008, ketika sebuah stasiun televisi Peru menyiarkan
rekaman seorang anggota dewan di BUMN PetroPeru S.A. dan seorang pelobi yang
membahas pembayaran dengan imbalan anggota dewan membantu Discover Petroleum
International AS (DPI) dan PetroPeru S.A. memenangkan kontrak eksplorasi dan
eksploitasi minyak yang disiapkan untuk tender."' DPI memenangkan tender inj.""?
Investigasi resmi kemudian menemukan bahwa pejabat PetroPeru mengubah persyaratan
tender publik untuk mendukung DPI, dan juga memperbolehkan perusahaan untuk ikut
tender publik bahkan sebelum perusahaan mengajukan permohonan untuk berpartisipasi.
Anggota dewan PetroPeru dan pelobi tersebut membantah melakukan kesalahan.'"
Kaset Petrogate diliput secara luas di Peru, karena mungkin melibatkan pejabat
pemerintah tingkat tinggi lainnya selain anggota dewan PetroPeru.""* Beberapa pejabat
tinggi mengundurkan diri dari jabatannya setelah skandal tersebut, termasuk anggota
dewan, perdana menteri negara, menteri energi, dan presiden PetroPeru.'’® Pemerintah
menangguhkan kontraknya dengan DPI.""® Dalam sebuah pernyataan, perusahaan
tersebut menyangkal telah membayar suap kepada pejabat Peru, meskipun mereka
mengaku membayar pelobi dan menggunakan “layanan konsultasi” dari anggota dewan,
dan seorang pejabat pemerintah aktif.'”” Seorang jaksa mengajukan tuntutan terhadap
pelobi dan anggota dewan tersebut pada tahun 2014, namun tidak ada keputusan yang
telah dibuat."® Anggota dewan dibebaskan setelah menghabiskan enam tahun di penjara,
dengan alasan bahwa undang-undang pembatasan dalam kasusnya telah habis.”™
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Perusahaan memberikan bayaran, hadiah atau bantuan kepada
PEP yang punya pengaruh atas proses seleksi.

Perusahaan membayar pejabat atau PEP untuk memanipulasi atau mengarahkan hasil
proses seleksi sehingga perusahaan akan menerima perlakuan istimewa. Dalam kasus
yang paling jelas, pejabat tersebut adalah pembuat keputusan akhir.'* Seringkali juga

dia memiliki kekuatan lain yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi hasil.’
"Pembayaran" bisa dalam berbagai bentuk, dan tidak selalu tunai.?’ Pembayaran juga dapat
dilakukan sebelum atau sesudah pemberian penghargaan.’” Bendera merah ini berkaitan
erat dengan yang sebelumnya: di sini pembayaran yang mencurigakan adalah bendera
merahnya, dan pada bendera merah 5 adalah intervensi mencurigakan oleh seorang
pejabat. Pada kenyataannya, perbedaan keduanya bisa sangat kabur.

llustrasi kasus

Keputusan hukum terhadap suap Rubiandini. Dalam kasus ini, pejabat
: yang menjalankan proses seleksi menerima pembayaran yang terlihat oleh

pihak berwenang. Pada 2013, Rudi Rubiandini, kepala regulator minyak
dan gas Indonesia SKK Migas, memberikan hak kepada perusahaan Fossus Energy untuk
membeli minyak dari pemerintah. Polisi antikorupsi Indonesia menangkapnya segera
setelah itu, atas tuduhan bahwa Fossus Energy membayar uang suap sebesar USD 1,1
juta untuk ditukar dengan hak tersebut. Dia dilaporkan menerima uang melalui perantara
(pelatih golfnya) dan manajer Kernel Oil, perusahaan saudara Fossus Energy.'** Setelah
menjalani persidangan high profile, pengadilan Indonesia memenjarakan manajer Kernel
Oil dan Rubiandini atas tuduhan penyuapan.'” Rubiandini memberi kesaksian bahwa
uang suap tersebut dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dari anggota parlemen
untuk “bonus liburan”, meskipun anggota parlemen menolak tuduhan tersebut.'?

Kasus suap Steinmetz-Simandou. Beberapa perusahaan memilih
I I mempengaruhi individu dengan ikatan pribadi yang dekat dengan pengambil

keputusan. Pada tahun 2008—dua minggu sebelum mantan kepala negara
Guinea Lansana Conté meninggal—Kementerian Pertambangan Guinea memberikan izin
eksplorasi kepada Beny Steinmetz Group Resources (BSGR) untuk dua konsesi bijih besi
yang sangat prospektif di negara tersebut.'?”” Setelah jaksa penuntut AS mulai menyelidiki
kesepakatan tersebut, kesepakatan tertulis antara BSGR dan janda dari Conté, Mamadie
Touré, muncul di mana perusahaan tersebut menjanjikan kepada Touré setidaknya USD
5 juta dan sebuah pekerjaan untuk saudaranya dengan imbalan bantuannya melobi
Conté dan jabatan lainnya atas namanya.'?® Touré, yang bekerja sama dengan investigasi
A.S., menyatakan bahwa BSGR juga menawarkan jutaan dolar, perhiasan, dua Toyota
Land Cruiser dan lima persen saham di proyek Simandou jika dia membantu BSGR
mendapatkan penghargaan tersebut.'?’ Investigasi terhadap dugaan suap tersebut sedang
berlangsung di Israel, A.S. dan Swiss.'*® Baik BSGR maupun Steinmetz tidak dikenai
tuduhan dalam penyelidikan manapun, walaupun pemerintah Israel menahan Steinmetz
secara singkat pada tahun 2016; keduanya telah membantah tuduhan korupsi lewat
sebuah pernyataan publik.”*’ Mantan agen BSGR di Guinea, Frederic Cilins, dipenjara
selama dua tahun pada tahun 2014 karena menghalangi penyelidikan A.S."*?

Lihat juga
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Tuduhan pembayaran oleh Oranto Petroleum untuk memenangkan
. kONtrak. Kadang-kadang perusahaan melakukan pembayaran kepada pejabat
= yang hanya harus menandatangani penghargaan, bukan yang ditugaskan
untuk melakukan seleksi. Pada tahun 2005, Oranto Petroleum Limited dan Broadway
Consolidated PLC—yang kemudian berganti nama menjadi Peppercoast Petroleum
PLC—mengadakan negosiasi dengan National Oil Company of Liberia (NOCAL) untuk
mengakuisisi sejumlah blok lepas pantai. Namun, setelah kesepakatan tentatif tercapai,
persetujuan akhir tertenti di parlemen. Menurut sebuah laporan oleh Komisi Pemeriksaan
Umum Liberia dan penyelidikan oleh polisi antikorupsi negara tersebut, anggota
parlemen tidak akan menyetujui perjanjian pembagian hasil produksi sampai mereka
menerima suap.'* Pada tahun 2006 sampai 2007, NOCAL melakukan empat pembayaran
sejumlah USD 118.400 kepada perwakilan legislatif Liberia, yang diduga bertujuan
untuk mempercepat proses peninjauan kontrak."** NOCAL tidak memiliki dana yang
dibutuhkan, sehingga memperoleh sebagian dari pinjaman dari perusahaan milik negara
Liberia Petroleum Refining Corporation. Auditor Liberia dan Global Witness menemukan
bukti bahwa Oranto setuju untuk menyediakan NOCAL uang tunai untuk setidaknya
dua pembayaran; tidak ada tanda-tanda Broadway berkontribusi.”*> NOCAL mencatat
pembayaran tersebut dalam bukunya sebagai “biaya lobi”—yang memunculkan bendera
merah yang menyebabkan auditor melakukan penyelidikan.*® Tidak jelas dalam semua
kasus tersebut siapa penerima pembayaran terakhir, atau berapa banyak pengaruh yang
mereka buat dalam persetujuan kontrak. Setidaknya USD 40.000 dibayarkan langsung ke
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Liberia; USD 1.500 pergi ke kepala juru bicara DPR
Liberia.”” Kedua pria tersebut mengakui menerima pembayaran tersebut. Kepala NOCAL
berpendapat bahwa transfer itu sah dan dimaksudkan untuk membayar komputer, alat
tulis, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan legislator yang kekurangan dana.*®
Oranto akhirnya menandatangani kontrak untuk tiga blok; Broadway menandatangani
satu.'

Kasus suap “Operasi Cuci Mobil” Petrobras. Kasus NOC Brazil Petrobras
menunjukkan bagaimana pejabat dengan kekuatan pengambilan keputusan
atas penghargaan sendiri secara bersamaan dapat menerima pembayaran
ilegal dan membantu menyalurkan uang ke PEP lainnya. Mulai tahun 2014, tuduhan
muncul di media bahwa pejabat Petrobras dan kartel perusahaan telah berkolusi dalam
skema penyuapan dan pencucian uang anti-persaingan yang masif yang diberi nama kode
“Operasi Cuci Mobil.”"* Pembayaran yang dilakukan berfungsi sebagai tanda peringatan
utama dalam kasus ini, dan yang menarik perhatian penegak hukum Brazil. Menurut
bukti yang dikumpulkan oleh jaksa A.S., dalam kurun waktu beberapa tahun sekelompok
direktur Petrobras berkolusi dengan “kartel” dari setidaknya 16 perusahaan dalam skema
penyuapan dan pencucian uang miliaran dolar. Petrobras memberikan kontrak kepada
perusahaan-perusahaan ini, yang seringkali dengan menggembungkan nilainya. Biasanya
tiga persen dari nilai kontrak dibagi. Kelebihan dana dibagi antara pejabat Petrobras,

para pemimpin partai politik terkemuka Brazil, dan perusahaan yang berpartisipasi.
“Godfather” partai politik juga diduga mencalonkan beberapa direktur Petrobras, sehingga
memiliki pembuat keputusan yang loyal di dalam.'* Begitu menjabat, para direktur
secara berkala bertemu dengan anggota kartel untuk menyetujui perusahaan mana yang
akan menerima kontrak mana, dan rincian pembayaran yang diminta. Mereka kemudian
membagi suap tersebut dengan pejabat partai dan fasilitator swasta berdasarkan formula
yang disepakati.’*? Seorang mantan direktur memberi kesaksian bahwa “quid pro quo

ini diterapkan pada semua posisi tingkat eksekutif yang merupakan bagian dari sistem
patronase, termasuk pengalihan dana dan sumber daya dari pekerjaan dan kontrak yang
berada di bawah kendali [direktur yang bertanggung jawab].”'*

Lihat juga
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Beberapa yurisdiksi masih aktif melakukan penuntutan, litigasi dan investigasi kasus
Petrobras. Penegak hukum Brazil telah memeriksa puluhan politisi besar dalam masalah
ini, termasuk pimpinan DPR dan DPD, dan setidaknya 50 politisi aktif lainnya.'* Pada
bulan Mei 2015, 97 orang telah didakwa, dan belasan lainnya turut serta. Jaksa Brazil
memperoleh setidaknya 16 keputusan pada pertengahan 2016, termasuk beberapa
eksekutif senior Petrobras, legislator, pejabat partai politik dan eksekutif perusahaan.
Puluhan kasus lainnya sedang berlangsung, bersamaan dengan penyelidikan di A.S. dan
Swiss. Beberapa, meskipun tidak semua, dari orang-orang yang terlibat telah menolak
dikatakan melanggar hukum.'* Keseluruhan biaya bagi pemerintah Brazil dari skema
kolusi ini tidak diketahui, namun pihak berwenang memperkirakan bisa mencapai lebih
dari USD 28 miliar."*
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Pejabat yang memiliki pengaruh atas proses seleksi memiliki
konflik kepentingan.

Konflik kepentingan timbul dalam proses pemberian penghargaan ketika pejabat memiliki
banyak peran atau kepentingan dalam prosesnya, dan fakta ini berpotensi menciptakan
ketegangan antara kepentingan pribadi pejabat dan tanggung jawab resminya. Hal

ini terjadi baik ketika penghargaan tersebut dapat mempengaruhi kepentingan bisnis
sektor ekstraktif dari sang pejabat atau anggota keluarganya atau rekan kerjanya, atau jika
mengizinkan pejabat tersebut untuk memainkan banyak peran dalam proses penghargaan
dapat melemahkan checks and balances. Kehadiran konflik bukanlah tanda pasti korupsi.
Sebaliknya, ini mempertinggi risiko bahwa pejabat tersebut dapat menggunakan kekuatan
yang dipercayakan kepadanya dengan cara yang merusak integritas, keadilan, atau potensi
pengembalian penghargaan kepada negara dari penghargaan tersebut.

Tanda-tanda peringatan yang spesifik:

e Pejabat yang terlibat dalam pemilihan pemenang, atau rekan dekat, memiliki
kepentingan komersial di sektor di mana penghargaan tersebut diberikan.

e Pejabatatau rekan dekat adalah direktur, pejabat atau pemilik perusahaan yang
bersaing untuk mendapatkan penghargaan tersebut.

*  Pejabat resmi atau konsultan rekanan memberikan layanan kepada, atau melakukan
bisnis dengan, perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan penghargaan tersebut.

e Pejabat tersebut membuat atau mempengaruhi keputusan di banyak titik dalam
proses seleksi, baik dengan menduduki lebih dari satu peran pengambilan keputusan
atau dengan memegang posisi di lebih dari satu badan resmi yang terlibat.

e Pejabat di sebuah perusahaan milik negara yang mencari peluang komersial di
sektor ini juga memiliki pengaruh atas pemberian kesempatan tersebut. Penelitian
menunjukkan bahwa risiko korupsi meningkat ketika perusahaan milik negara
memiliki wewenang pemberian kontrak dan juga bertindak sebagai pelaku komersial
di sektor ini.""’

e Pejabat dalam situasi seperti yang diuraikan di atas tidak mengungkapkan potensi
konflik kepentingan.

e Pejabat dalam situasi seperti yang dijelaskan di atas tidak mengindahkan dirinya
sendiri dari proses seleksi.

llustrasi kasus

Kontroversi blok minyak Malabu OPL 24 5. Pada tahun 1998 Dan Etete,
I I menteri perminyakan Nigeria pada saat itu, menjual hak izin prospeksi
minyak 245 ke Malabu Oil and Gas. Saat itu, Etete setidaknya menguasai
30 persen saham Malabu sendiri, dengan nama alias.'*® Seorang pejabat seharusnya tidak
memberikan izin atau kontrak kepada perusahaan yang dia miliki; ini adalah konflik
kepentingan yang sangatjelas dan bermasalah.

Lihat juga



Dua Belas Bendera Merah: Risiko Korupsi dalam Pemberian Izin dan Kontrak di Sektor Ekstraktif

Kasus suap blok minyak Cobalt. Pada tahun 2010, Manuel Vicente adalah
Q kepala NOC Angola Sonangol, dan juga merupakan beneficial owner dari
Nazaki Oil and Gas, sebuah perusahaan local yang merupakan anggota dari
konsorsium yang menerima hak atas dua blok minyak lepas pantai. Dari informasi yang
ada, tidak jelas tingkat pengaruh Vicente atas penghargaan tersebut. Namun, dia secara
luas dipandang sebagai pengambil keputusan paling kuat di sektor minyak selain presiden,
sementara juga memegang kepentingan bisnis di sektor yang sama.'*

. Masalah pemegang saham C&K Mining. Pada tahun 2006, presiden
*

Kamerun memberi C&K Mining Cameroon sebuah izin eksploitasi berlian."
Pada saatitu, C&K adalah perusahaan patungan antara Kamerun, Cina dan
investor Korea Selatan.”" Menurut laporan EITI Kamerun tahun 2012, C&K Mining
Cameroon memiliki enam pemegang saham.*? Pengarsipan perusahaan mengidentifikasi
istri menteri pertambangan negara tersebut sebagai “wakil” salah satu dari ke-enam-nya."**
Oleh karena itu, menteri tersebut memiliki konflik kepentingan karena dia memiliki
kesempatan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan yang tampaknya terkait
dengan salah satu anggota keluarganya. Jurnalisme investigasi tidak menemukan tanda-
tanda bahwa perusahaan melakukan investasi signifikan untuk mengembangkan kawasan
konsesi.”*

Studi kasus OECD. Perusahaan milik negara dapat menciptakan skenario konflik
kepentingan, karena mereka sering memainkan peran regulasi dan komersial di sektor ini.
Dalam sebuah laporan tahun 2016 tentang korupsi dalam proses pemberian penghargaan
di sektor ekstraktif, OECD melaporkan sebuah kasus di mana “seorang pejabat publik
memegang sebuah posisi baik di perusahaan milik negara yang beroperasi dan badan
pengawas yang menyetujui proyek ekstraktif.” Laporan tersebut juga mencatat sebuah
contoh di mana “presiden sebuah perusahaan milik negara memberikan advis kepada
perusahaan swasta yang memiliki kegiatan bisnis dengan badan usaha milik negara
tersebut dan meminta bayaran untuk layanan advis tersebut melalui pihak ketiga.” Kasus
ketiga menunjukkan “keterlibatan politisi tinggi dalam proses pengambilan keputusan
setelah sebelumnya memberikan layanan konsultasi kepada perusahaan yang sama.”

Lihat juga
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Persaingan sengaja dibatasi dalam proses pemberian
penghargaan.

Eksekutif perusahaan,'*® pejabat pemerintah, atau gabungan keduanya, berkolusi untuk
membatasi jumlah perusahaan yang diberi kesempatan yang adil dan setara untuk
bersaing memperebutkan izin atau kontrak."” Praktik ini harus diperiksa terutama ketika
hal itu menguntungkan kepentingan pribadi atas kepentingan publik. Pemerintah dapat
memiliki alasan bagus untuk memberikan lisensi atau kontrak ekstraktif ekstraktif secara
non-kompetitif—misalnya, aset dasar mungkin memiliki risiko geologi tinggi atau
rendahnya minat pasar. Banyak konsesi pertambangan di wilayah yang belum dijelajahi,
misalnya, diberikan atas dasar first-come-first-served. Kekhawatiran timbul lebih pada
saat pemerintah telah berkomitmen untuk menjalankan penghargaan kompetitif namun
kemudian menyimpang dari janji itu. Tanda-tanda peringatan yang tercantum di bawah
ini mencerminkan banyak pengamatan yang dilakukan oleh studi antikorupsi mengenai
proses pengadaan pemerintah yang lebih luas, yang dapat memberikan rincian lebih lanjut
mengenai risiko-risiko ini.”*®

Tanda-tanda peringatan yang spesifik:

e Pemerintah memberi satu atau lebih perusahaan untuk hak penolakan pertama atas
izin atau kontrak (rights of first refusal) tanpa pembenaran kebijakan komersial atau
publik yangjelas.

e Beberapa perusahaan yang terhubung ke satu individu atau perusahaan induk
mengajukan penawaran untuk satu lisensi atau kontrak.

e Satuatau beberapa perusahaan terkait mengajukan penawaran yang tampaknya
sengaja rusak atau tidak kompetitif.

e Jendela waktu untuk penawaran singkat secara tidak masuk akal.

e Perusahaan yang menang memberikan keuntungan bagi penawar yang kalah setelah
penghargaan dilakukan—misalnya, membuat pembayaran kepada yang kalah
atau mempekerjakannya sebagai subkontraktor atau penyedia layanan lainnya—
yang menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut berkolusi untuk memilih
pemenangnya.

¢ Duaatau lebih perusahaan yang bersaing memenangkan izin atau kontrak dalam
urutan yang berulang dan dapat diprediksi, yang menunjukkan bahwa mereka
berkolusi dalam skema anti-persaingan umum yang dikenal sebagai “rotasi
tawaran”.'>®

e Pemerintah menerima tawaran dari perusahaan dengan persyaratan yang tidak
menguntungkan perusahaan, namun kemudian menegosiasi ulang dengan
persyaratan yang lebih menguntungkan—menunjukkan perusahaan dan pejabat
dapat melakukan “permainan harga rendah.”"®

e Pemerintah menyisihkan penawar atau tawaran yang tampak sah, karena alasan
yang tidak jelas.

e Pemerintah memberikan izin atau kontrak atas dasar sumber tunggal saat sebuah
kompetisi akan berjalan seperti biasanya atau saat memungkinkan.
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Studi kasus
- Skandal pengadaan alat pengeboran minyak Naftogas. Dalam kasus Lihat juga
ini, beberapa perusahaan menawar kontrak, namun ternyata memiliki K

keterkaitan yang erat. Ketika anak perusahaan NOC Ukraina, Naftogaz,
membuka tender pada tahun 2010 untuk pembelian alat pengeboran minyak lepas pantai,
perusahaan tersebut menerima tawaran hanya dari dua perusahaan. Pemenangnya,
sebuah entitas yang terdaftar di Inggris yang tidak dikenal bernama Highway Investment
Processing LLP, menawarkan sebuah rig seharga USD 400 juta—USD 10 juta lebih murah
dari pada penawar lainnya, Falcona Systems Ltd di Selandia Baru.'®' Penghargaan tersebut
pertama kali menarik perhatian ketika sebuah LSM setempat memperhatikan bahwa
Highway Investment Processing telah membeli alat pengeboran dari vendor Norwegia
seharga USD 248 juta—atau 38 persen lebih rendah dari harga yang ditawarkan kepada
pemerintah—beberapa hari sebelum menjualnya ke anak perusahaan Naftogaz.'®> Media
kemudian menemukan bahwa kedua perusahaan tersebut diwakili di atas kertas oleh satu
jaringan direktur nominee dan pemegang saham Latvia yang menaruh kepentingan mereka
melalui perusahaan cangkang lepas pantai.'®

Kasus suap kontrak alat perminyakan PDVSA. Dalam kasus ini, dua Lihat juga

pengusaha berbasis di Amerika Serikat mengaku bersalah pada 2016 K K
karena membayar suap sebesar USD 820.000 untuk membatasi persaingan

untuk kontrak PDVSA yang bernilai tinggi. Jaksa AS menuduh bahwa kedua orang

tersebut melakukan pembayaran kepada pejabat PDVSA salah satunya agar mereka bisa

“mengusulkan daftar panel penawaran yang berisi lebih dari satu perusahaan milik

mereka untuk menciptakan kesan palsu bahwa proses penawarannya kompetitif.”'*

Setelah itu, para pengusaha akan memberi tahu pejabat yang duduk di panel penawaran,

perusahaan mana yang harus mereka pilih. Mereka juga menyembunyikan tumpang

tindih saham mereka di beberapa perusahaan dengan menggunakan nama nominee dan

manajer perusahaan.'®®

Kasus “Operasi Cuci Mobil” Petrobras. Perilaku anti persaingan Lihat juga
membentuk bagian integral skandal Petrobras. Menurut bukti luas yang K
ditemukan oleh jaksa dan polisi Brazil (diringkas dalam dokumen pengadilan

AS), para eksekutif di Petrobras memberikan sejumlah kontrak layanan yang berharga

kepada anggota kartel dimana biaya proyek meningkat sebanyak 20 persen.'*® Anggota

kartel dan pejabat Petrobras—seringkali direksi yang ditunjuk oleh kepala partai politik—

diduga bertemu secara rutin untuk memilih kontrak apa yang akan diterima perusahaan

mana. Setelah penghargaan tersebut terjadi, para pemenang, melalui perantara, diduga

akan membayar hingga tiga persen dari total nilai kontrak tersebut sebagai suap kepada

eksekutif Petrobras, politisi Brazil dan pihak-pihak lain, termasuk fasilitator skema

tersebut.'®’
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Penghargaan blok minyak Nigeria 2006. Kasus ini menggambarkan Lihatjuga
I I dengan baik bagaimana para pejabat pada awalnya membentuk sebuah proses K
yang kompetitif, namun kemudian membatasinya untuk memajukan tujuan
politik jangka pendek dan sempit mereka. Putaran tawaran tersebut datang pada waktu
politik Nigeria sedang tinggi, karena presiden pada saat itu meminta dukungan—dan
dana—dari pemenang tawaran,'* atas usahanya (yang tidak berhasil) untuk mengubah
konstitusi Nigeria agar mengizinkannya maju untuk ketiga kalinya.'®” Hanya perusahaan
yang diundang—kebanyakan dari mereka perusahaan Asia yang dipilih oleh presiden
atau ajudan utamanya di bidang perminyakan—diizinkan untuk bersaing; beberapa orang
menerima hak penolakan pertama terhadap blok-blok tertentu, jika mereka membuat
janji-janji yang seringkali tidak realistis untuk membangun infrastruktur yang sebagian
besar tidak terwujud.'” Perusahaan yang terhubung dengan individu yang sama yang
memiliki koneksi besar tersebut memenangkan saham dalam tiga lisensi.'”" Sebuah
pemeriksaan oleh parlemen kemudian menemukan bendera merah lainnya. Pejabat
memberikan beberapa blok tanpa persetujuan yang diperlukan. Mereka menyerahkan blok
lain, setelah putaran ditutup, kepada perusahaan yang tidak memberikan penawaran tepat
waktu. Satu blok diberikan meskipun secara aktif dipegang oleh perusahaan milik negara
dalam keadaan yang tidak jelas.'”? Penyelidikan parlemen menyimpulkan bahwa, “terlepas
dari pretensinya, [putaran tawaran 2006] adalah sebuah keputusan murni mengenai blok
minyak untuk siapapun yang para operator putaran tawaran inginkan.”'”
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Perusahaan menggunakan perantara pihak ketiga untuk
mendapatkan keuntungan dalam penghargaan.

Perusahaan yang bersaing atau yang menang menyewa entitas atau individu pihak ketiga
untuk bertindak sebagai perantara antara perusahaan dengan pejabat pemerintah yang
berpengaruh.”* Dalam beberapa kasus, perusahaan melakukan pembayaran kepada
perantara yang kemudian diteruskan ke PEP, baik dalam bentuk uang atau hadiah."”
Pembayaran ke PEP dapat digunakan untuk mempengaruhi penghargaan itu sendiri, atau
melayani tujuan patronase yang lebih luas. Dalam kasus lain, perantara menggunakan
koneksinya untuk memberi perusahaan akses ke pejabat kunci. Korupsi tidak terlihat jelas
dalam situasi ini, namun pengaturan semacam itu memerlukan pemeriksaan karena akses
preferensial semacam ini dapat memfasilitasi penyuapan atau perundingan quid pro quo
lainnya, atau memberikan keuntungan yang tidak menjadi hak perusahaan dalam proses
pemberian penghargaan.

Tanda-tanda peringatan yang spesifik:

e Perantaraatau yang disewa oleh perusahaan yang bersaing memiliki hubungan
politik, sosial, keluarga atau bisnis dengan pejabat.

*  Pejabatatau badan pemerintah merekomendasikan atau mewajibkan perusahaan
untuk mempertahankan perantara.

¢ Kontrak antara perusahaan dan perantara menggambarkan layanan yang harus
dilakukan perantara dalam persyaratan yang tidak jelas dan tidak deskriptif.

¢ Kontrak antara perusahaan dan perantara meminta perantara untuk melakukan daftar
panjang jasa dimana perantara tidak memiliki kapasitas atau sumber daya.

e Penyedia perantara atau penyedia layanan meminta komisi atau fee yang luar biasa
tinggi.!”®

e Perantara membantu perusahaan mengatur pertemuan dengan pejabat tinggi, atau
jenis akses lain yang tidak diterima perusahaan yang bersaing lainnya.

e Perantara tampaknya tidak banyak melakukan pekerjaan substantif.

e Perantara atau penyedia layanan meminta pola pembayaran yang tidak biasa, atau luar
biasa rumit, termasuk pembayaran tunai, ke rekening luar negeri atau rekening dalam
berbagai nama atau negara.

e Perantara membuat dokumentasi yang mengatakan bahwa layanan tersebut dilakukan
berdasarkan kontrak yang belum pernah dilakukannya—misalnya, faktur atau laporan
palsu

e Perusahaan pemenang atau yang bersaing membuat dokumen-dokumen palsu yang
menunjukkan pembayaran kepada perusahaan yang tidak ada, yang menunjukkan
dokumen tersebut digunakan untuk menyembunyikan pembayaran kepada PEP.
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llustrasi kasus

N Kasus suap Statoil Rafasanjani. Kasus Statoil Iran adalah contoh yang
) relatif mudah tentang bekerjanya perantara korup. Pada tahun 2003,
sebuah surat kabar Norwegia—menggunakan informasi dari perusahaan
whistleblower—menerbitkan serangkaian artikel yang menyatakan bahwa Statoil telah
menandatangani kontrak konsultasi yang dicurigai tahun sebelumnya dengan entitas
Inggris bernama Horton Investment.'”” Beneficial owner Horton—yang diatas dokumen
diwakili oleh pemegang saham proksi—adalah Mehdi Hashemi Rafsanjani, seorang
direktur di anak perusahaan dari perusahaan minyak nasional Iran dan seorang putra
seorang mantan presiden Iran."”® Berdasarkan kesepakatan tersebut, Horton berjanji untuk
membantu Statoil dalam upayanya memperoleh kontrak untuk mengembangkan bagian
ladang gas Pars Selatan yang sangat prospektif di Iran dengan imbalan bayaran beberapa
juta dolar.”® Menurut pengadilan A.S., Rafsanjani menyampaikan pesan dari Statoil
kepada menteri minyak Iran pada waktu itu. Dia juga diduga memberi informasi kepada
Statoil mengenai informasi publik dan salinan dokumen penawaran dari perusahaan
pesaing.'® Baik investigasi Norwegia dan Statoil menyimpulkan bahwa Rafasanjani
tidak mempengaruhi proses pembuatan keputusan Iran.'®' Meskipun demikian, jaksa AS
menemukan bahwa Statoil membayar Horton setidaknya USD 5,2 juta, sebagian besar
setelah Statoil dan pemerintah Iran menandatangani sebuah kontrak untuk tiga tahap
proyek Pars Selatan.'® Statoil membatalkan kontrak Pars Selatan setelah berita-berita
di surat kabar terbit; tiga pejabat eksekutifnya mengundurkan diri.'®* Pada tahun 2004,
jaksa Norwegia mendenda perusahaan tersebut sebesar USD 3,5 juta karena melanggar
larangan perdagangan yang disertai pengaruh.'® Statoil mencapai penyelesaian dengan
Departemen Kehakiman AS dua tahun kemudian, menyetujui denda sebesar USD 10,5
juta untuk melanggar Foreign Corrupt Practices Act.'®> SEC AS menjatuhkan denda kedua
sebesar USD 10,5 juta.’®

Kasus fasilitator blok minyak Griffiths. Beberapa perantara sepertinya
I I melakukan sedikit untuk pembayaran mereka di luar membuka pintu. Pada

tahun 2008, dua eksekutif di Griffiths Energy mulai menjalin hubungan
dengan Duta besar Chad untuk AS dan Kanada pada saat itu dengan harapan bahwa
dia akan menggunakan pengaruhnya untuk membantu Griffiths mendapatkan akses
ke izin eksplorasi minyak di Chad selatan.'®” Pada awal 2009, Griffiths menawarkan
untuk membayar duta besar tersebut biaya USD 2 juta untuk “jasa bantuan penasihat,
logistik, bantuan operasional dan bantuan lainnya.”'® Segera setelah itu, duta besar
tersebut memfasilitasi sebuah pertemuan di Washington, DC untuk membahas
kemungkinan pemberian lisensi antara mantan perdana menteri Kanada, presiden dan
menteri perminyakan Chad, dan eksekutif Griffiths."® Begitu Griffiths menandatangani
sebuah nota kesepahaman dan kontrak bagi hasil dengan pemerintah Chad, sebuah firma
hukum yang berbasis di AS, yang bertindak atas nama Griffiths, membayar uang yang
dijanjikan sebesar USD 2 juta ke entitas yang terdaftar di Nevada yang dimiliki oleh
istri duta besar.'® Griffiths juga menjual empat juta sahamnya kepada rekan duta besar
dengan harga diskon tinggi."*! Ketika manajemen baru di Griffiths kemudian menemukan
transfer tersebut selama due diligence untuk penawaran umum perdana pada tahun 2011,
mereka melaporkannya sendiri ke pihak berwenang Kanada dan AS."? Pada tahun 2013,
PPSC Kanada menemukan Griffiths bersalah atas satu tuduhan di bawah UU Korupsi
Pejabat Asing dan mendendanya sebesar USD 10,35 juta.'” Departemen Kehakiman A.S.
mengajukan klaim penyitaan sipil sebesar USD 34 juta pada tahun 2015, setara dengan
nilai tunai empat juta saham tersebut.”*
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I skandal penyuapan Unaoil. Terkadang perusahaan menggunakan beberapa
4l dl lapisan pemecah masalah untuk mempengaruhi pejabat tingkat tinggi.
Menurut dokumen dari bocoran Unaoil tahun 2016, Unaoil yang berbasis
di Monako—yang mereka sendiri merupakan perantara—membayar “komisi” puluhan
juta dolar AS antara setidaknya 2009 dan 2011 untuk membantu memenangkan kontrak
layanan minyak Irak untuk perusahaan AS, Eropa dan Australia. Secara khusus, dokumen
tersebut menunjukkan rencana nasional Irak untuk mendiskusikan rencana dengan
eksekutif Unaoil untuk memberikan suap besar kepada perusahaan tersebut kepada dua
menteri minyak berturut-turut, yang oleh Unaoil disebut dengan kode “Teacher” dan
“M”."*> Klien Unaoil memenangkan beberapa kontrak yang mereka cari, meski email
yang bocor tidak secara definitif menunjukkan bahwa pembayaran telah sampai kepada
pejabat Irak. Selain warga negara Irak yang disebutkan di atas, Unaoil membayarkan uang
kepada setidaknya dua pejabat senior minyak Irak lainnya yang berjanji untuk membantu
kliennya memenangkan tender.'** Dokumen tersebut juga menyarankan agar pejabat Irak
menyampaikan informasi tender kepada klien Unaoil dan ikut campur dalam perundingan
pemerintah atas nama mereka.'”’ Ketika ditanya tentang tuduhan tersebut, warga Irak
tersebut menyatakan bahwa dia tidak pernah bekerja untuk Unaoil dan tidak mengenal
kedua menteri tersebut.”® Unaoil dan salah seorang menteri tersebut menyatakan
secara publik bahwa mereka tidak bersalah.”® Beberapa klien Unaoil yang terlibat juga
mengatakan tidak mengetahui dugaan tindakan atas nama mereka.”® Polisi AS, Inggris dan
Australia membuka penyelidikan atas operasi Unaoil pada pertengahan 2016.2!
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Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan pemenang
dialihkan dari rekening pemerintah yang sesuai.

Pemerintah sering mewajibkan perusahaan melakukan pembayaran tertentu untuk
mengambil bagian dalam proses seleksi, atau untuk menyelesaikan sebuah penghargaan
begitu mereka terpilih sebagai pemenangnya. Sebuah bendera merah muncul saat sebuah
perusahaan melakukan pembayaran semacam itu, namun beberapa atau semua dana
tersebut dialihkan ke luar kas pemerintah. Dalam beberapa kasus, perusahaan membayar
dana secara langsung ke rekening non-pemerintah yang dimiliki atau dikendalikan oleh
PEP, atau rekan PEP. Dalam kesempatan lain, perusahaan akan melakukan pembayaran
ke rekening milik pemerintah, namun kemudian pejabat akan mentransfer sebagian atau
seluruh dana tersebut ke PEP atau rekannya. Dalam kasus terakhir ini, badan pemerintah
sendiri secara efektif bertindak sebagai perantara, atau penyalur untuk menyerahkan
kekayaan publik kepada PEP. Pembayaran bonus tanda tangan mungkin sangat rentan
terhadap pengalihan.??

Tanda-tanda peringatan yang spesifik:

e Instansi pemerintah yang bertugas mengumpulkan pembayaran menerbitkan
instruksi pembayaran yang tidak jelas, membingungkan atau tidak biasa.

e Pembayaran tunggal dipecah menjadi beberapa bagian dan dibagikan ke banyak akun.

e Pembayaran dari proses seleksi akan ditransfer ke, atau dikumpulkan dalam, banyak
akun yang berbeda.

e Perusahaan melakukan pembayaran tunggal dalam berbagai bentuk—misalnya,
perusahaan mentransfer sebagian dan membayar sisanya dengan mengirimkan uang
secara fisik.

e Sebagian atau seluruh pembayaran yang dilakukan perusahaan tidak muncul dalam
laporan keuangan badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan
pembayaran.

e Pemerintah tidak menggunakan dana yang diterimanya dari perusahaan untuk tujuan
yang direncanakan atau yang seharusnya—misalnya, sebagaimana tercantum dalam
undang-undang, peraturan atau kebijakan.

e Pemerintah tidak melaporkan rincian tentang pembayaran yang dilakukan—
misalnya, ukuran, alasan, penerima, arus kasus masuk dan keluar di bank.

e Penghargaan terstruktur sedemikian rupa sehingga pembayaran dari perusahaan
mengalir dari rekening pemerintah dan kemudian segera masuk ke rekening pribadi.

Studi kasus

Kontroversi bonus tanda tangan Marathon. Laporan media
:Q menunjukkan bahwa bonus tanda tangan dalam kasus ini akhirnya masuk
MB ke dalam kantong pribadi. Pada bulan Juli 2000, Marathon Oil Company

mengirimkan sepertiga (atau sekitar USD 13,7 juta) dari bonus tanda tangan yang telah
disepakati dengan pemerintah Angola untuk sebuah akun di Jersey yang dimiliki oleh
NOC Sonangol. Tak lama setelah itu, menurut dokumen resmi yang ditinjau oleh jurnalis
investigasi, Sonangol memindahkan sebagian dana dari rekening Jersey ke perusahaan
keamanan swasta yang dimiliki oleh seorang mantan menteri Angola dan sebuah yayasan
amal yang dijalankan oleh presiden Angola. NOC tidak menjelaskan alasan transfer.?”
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Tuduhan Global Witness tentang bonus tanda tangan CNPA.
E Terkadang kebingungan seputar jumlah dan tujuan pembayaran

menyebabkan kecurigaan dan pertanyaan tentang korupsi. Global Witness
pada tahun 2009 menerbitkan sebuah laporan yang mencatat bahwa beberapa perusahaan
minyak internasional membayar bonus jutaan dolar ke Otoritas Minyak Nasional Kamboja
(CNPA) dengan imbalan hak prospeksi. Investigasi oleh LSM menemukan bahwa jumlah
yang seharusnya dibayarkan tidak dicatat dalam laporan keuangan pemerintah yang
relevan. Tidak jelas bahwa semua pembayaran bonus itu secara hukum dipersyaratkan
atau diotorisasi. Umumnya, baik CNPA maupun perusahaan pemenang mengungkapkan
jumlah pembayaran, penerima dan akun, atau menjelaskan apa yang terjadi pada bonus
tersebut. Tak satu pun dari para pihak menanggapi permintaan Global Witness untuk
informasi lebih lanjut.?*

I skandal minyak untuk makanan. Dalam kasus ini, pengalihan

4l dl pembayaran berkembang menjadi praktik berskala besar dan sistematis.

Antara 1996 dan 2003, beberapa pedagang minyak yang memenangkan

hak untuk membeli minyak mentah Irak melalui Oil-for-Food-Program (OFPP) yang
dipantau Perserikatan Bangsa-Bangsa menegosiasikan pembayaran tambahan rahasia
kepada pemerintah Irak. Pelaku yang terlibat dalam skema tersebut menggunakan
perusahaan cangkang, menyamarkan kepemilikan perusahaan, dan layanan perbankan
lepas pantai untuk memfasilitasi pembayaran. Sistem pembayaran suap ini menghasilkan
lebih dari USD 1,8 miliar untuk rezim Saddam Hussein.””> Pembayaran tersebut akhirnya
menghasilkan setidaknya enam penyelidikan formal. Sebagian besar tindakan penegakan
hukum yang dihasilkan, untuk penyuapan dan pelanggaran keuangan terkait, terjadi
di A.S. Investigasi menemukan kesenjangan serius dalam pengawasan Perserikatan
Bangsa-Bangsa terhadap OFFP. Misalnya, satu perusahaan, Afrika Middle East Petroleum
Company, mengaku mentransfer dana sebesar USD 160.000 ke rekening pribadi direktur
OFFP dengan imbalan kontrak—klaim yang ditolak direktur tersebut.?* Investigasi
juga menemukan bahwa pemerintah Hussein menghabiskan sebagian besar suap yang
diterimanya untuk membangun istana dan membeli senjata mewah, termasuk program
rudal yang melebihi batas yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB. %%/

Kontroversi akun asing dalam penjualan gas Turkmenistan.

Dalam sistem politik yang sangat otokratis, di mana satu atau beberapa
pejabat memiliki kontrol tunggal atas pendapatan publik, sebagian besar
pembayaran dari penghargaan ekstraktif dapat dialihkan ke luar sistem manajemen
keuangan publik yang normal. Dimulai pada 1990-an, pemerintah Turkmenistan
menerima dan menyimpan hampir seluruh pendapatannya dari ekspor minyak dan gas
bumi dalam rekening luar negeri, banyak di antaranya di Deutsche Bank. Pemerintah
tidak menerbitkan informasi tentang saldo, manajemen atau arus keluar akun. Namun,
penyelidikan menemukan bahwa dana tersebut memberi 75 persen terhadap pengeluaran
pemerintah, sebagian besar di luar anggaran. Pada tahun 2006 Global Witness
memperkirakan bahwa rekening luar negeri tersebut bersama-sama berisi sekitar USD

3 miliar.?® Bafin, otoritas pengawasan keuangan Jerman, menyelidiki masalah ini dan
menyimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk percaya bahwa Deutsche Bank sendiri telah
melanggar peraturan internasional.”® “Presiden seumur hidup” Turkmenistan pada saat
itu, Saparmurat Niyazov, dilaporkan berhasil mengendalikan kontrol atas akun tersebut.
Pemerintahnya menghabiskan sejumlah besar pendapatan penjualan minyak dan gas
untuk proyek prestise nasional yang tidak banyak berguna bagi masyarakat umum dan
memperkuat “kultus kepribadian” presiden.?’® Termasuk di dalamnya sebuah istana
kepresidenan yang mewah dan sebuah patung emas presiden yang bisa berputar sehingga
selalu menghadap matahari. Mempertahankan kontrol tunggal, rahasia dan diskresioner
terhadap akun-akun tersebut, dan pendapatan penjualan minyak yang mereka dapatkan,
membantu rezim Niyazov, yang secara luas dipandang sebagai salah satu negara yang
paling otoriter dan represif, untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.?"
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Ketentuan yang disetujui untuk penghargaan menyimpang
secara signifikan dari norma industri atau pasar.

Jika persyaratan lisensi atau kontrak menyimpang secara signifikan dari harapan, contoh
masa lalu atau norma industri, ini mungkin memerlukan pengawasan ekstra dari aktor
pengawasan. Tidak ada aturan global untuk sejauh mana penyimpangan disebut terlalu
banyak; hanya pengawasan ketat dari konteks industri yang mendasari dan negara

yang dapat menginformasikan keputusan-keputusan ini. Menilai apakah suatu negara
mendapat nilai wajar untuk sebuah penghargaan adalah tidak mudah. Sebagian besar
transaksi—terutama yang lebih besar dan lebih berharga—adalah produk negosiasi.
Korupsi sama sekali bukan satu-satunya alasan mengapa ketentuan akhir bisa lebih
menguntungkan perusahaan pemenang daripada pemerintah. Misalnya, pejabat mungkin
tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengelola proses pemberian penghargaan.
Mereka mungkin telah menetapkan persyaratan terlalu rendah atau dinegosiasikan dengan
buruk, berdasarkan pengalaman, informasi atau kekuatan negosiasi yang terbatas. Atau,
untuk alasan yang sama, mereka mungkin telah menetapkan ekspektasi awal mereka
terlalu tinggi, atau memprioritaskan keuntungan jangka pendek ketimbang keuntungan
jangka panjang. Pergeseran eksternal di pasar juga dapat memaksa pejabat untuk
mengambil kesepakatan yang kurang menarik atau menawarkan insentif investasi kepada
perusahaan dengan biaya tinggi bagi pemerintah. Risiko korupsi yang terkait dengan
bendera merah ini lebih tinggi jika alasan di atas tidak ada yang terbukti, dan ketika ada
bendera merah lainnya—misalnya, jika perusahaan yang tidak memenubhi syarat dengan
tanda kepemilikan PEP yang tersembunyi memenangkan kontrak dengan persyaratan
yang sangat istimewa.

Tanda-tanda peringatan yang spesifik:

e Tawaran pemenang secara substansial lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai
yang dinilai pemerintah sendiri untuk lisensi atau kontrak yang diperebutkan,
atau menyimpang secara luas dari tawaran yang dilakukan oleh perusahaan lain.
Kecurigaan mungkin lebih kuat apakah penilaian oleh pemerintah tampak realistis
dan berdasarkan analisis teknis yang masuk akal atau sekadar posisi pembuka dalam
negosiasi.

e Penghargaan terakhir menunjukkan penyimpangan signifikan dari undang-undang
atau peraturan yang ada, atau dari model kontrak, dokumen persyaratan atau daftar
persyaratan lain yang digunakan selama proses seleksi. Hal ini berpotensi bermasalah
terutama jika persyaratan yang diajukan tampak masuk akal.

e Ketentuan penghargaan akhir secara signifikan lebih menguntungkan perusahaan
daripada yang sebelumnya perusahaan dan pemerintah sepakati.

e Satuatau banyak persyaratan izin atau kontrak diubah hanya beberapa saat sebelum
penandatanganan, dengan cara yang menguntungkan perusahaan.

e Ketentuan penghargaan secara signifikan lebih menguntungkan perusahaan
dibandingkan dengan kesepakatan lain yang serupa yang ditandatangani oleh
pemerintah—padahal kondisi pasar tidak berubah secara signifikan.

e Instansi pemerintah yang bertanggung jawab tidak melakukan usaha untuk menilai
nilai lisensi atau kontrak yang mereka berikan.

e Ketentuan terakhir mencakup harga yang jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari
harga pasar—misalnya, sebuah kontrak yang memungkinkan perusahaan membeli
hidrokarbon dari pemerintah dengan potongan harga yang besar, atau menjualnya ke
pemerintah karena premium tidak dapat diperopleh di pasar.
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e Ketentuan terakhir mencakup ketentuan non-standar lainnya yang mengurangi
kewajiban pemenang atau membuat kesepakatannya lebih berharga bagi pemenang.
Ini bisa termasuk tax holiday yang berlebihan, rumus atau tingkat konversi mata uang
yang tidak jelas atau tidak tepat; jenjang waktu pembayaran yang tidak biasa; atau jalur
kredit konsesi, jaminan hutang, atau dukungan keuangan non-standar lainnya dari
pemerintah kepada pemenang, baik sebagai persyaratan penjualan atau kesepakatan
sampingan dengan pemenangnya.

llustrasi kasus

[ Kasus Skanska. Seringkali bendera merah jenis ini menyangkut biaya barang

3 yang telah dibeli oleh badan pemerintah. Pada tahun 2004, Kementerian
Perencanaan Argentina membuka proses tender untuk pembangunan
duajaringan pipa gas alam dan stasiun kompresor. Proses penawaran dilakukan oleh
perusahaan swasta, Transportadora Gas del Norte (TGN).?'? Tawaran awal Skanska untuk
proyek tersebut adalah ARS 26,3 juta, jauh di atas estimasi biaya perkiraan TGN untuk
proyek tersebut.”'® Nilai kontrak yang lebih tinggi akan membuat proyek tersebut secara
signifikan lebih mahal bagi pemerintah. TGN menginformasikan kepada ENARGAS,
badan pengawas Argentina untuk sektor gas, bahwa tawaran Skanska secara signifikan
berada di atas harga referensi TGN dan meminta panduan, namun ENARGAS menyetujui
kenaikan biaya dan Skanska mendapat kontraknya. Setelah konstruksi dimulai,
penyelidikan yudisial menemukan Skanska telah menerima dan membayar 118 faktur
palsu ke setidaknya 23 perusahaan fiktif. Uang dilaporkan digunakan untuk menyogok
petugas dan membantu perusahaan konstruksi ini untuk menghindari pajak. Sebuah
penyelidikan internal Skanska menemukan bahwa sekitar USD 4 juta dihabiskan untuk
“pembayaran yang tidak benar” kepada pihak ketiga yang tidak dapat diidentifikasi.?'
Individu-individu yang dicurigai menerima suap belum diidentifikasi secara publik,
namun beberapa pejabat telah menghadapi tuntutan penipuan, manajemen publik yang
tidak jujur dan penyuapan karena memilih bid Skanska yang lebih mahal.?”> Namun, pada
tahun 2011, pengadilan federal Argentina menghentikan persidangan karena kurangnya
bukti bahwa kontrak itu terlalu mahal.>®

I I Pertukaran minyak NNPC untuk produk. Penelitian 2015 oleh NRGI

menemukan bahwa beberapa kontrak pertukaran minyak-untuk-produk
olahan Nigeria mengandung persyaratan yang tidak seimbang atau tidak
memadai yang memungkinkan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan dengan
biaya pemerintah. NRGI memperkirakan bahwa kerugian dari tiga ketentuan teknis
dalam kontrak “pemrosesan lepas pantai” tunggal bisa mencapai USD 381 juta dalam
satu tahun (atau USD 16,09 per barel dari penjualan minyak).?'” Beberapa ketentuan yang
tidak seimbang berkaitan dengan tindakan yang digunakan untuk mengubah volume
dari minyak mentah ke dalam volume produk olahan. Yang lain memberi perusahaan
tunjangan yang berlebihan untuk nilai minyak yang hilang selama proses pemurnian.
Kontrak tersebut diberikan pada saat persaingan untuk bisnis perdagangan minyak Nigeria
ketat, dan perusahaan lain terbukti bersedia menandatangani kontrak dengan persyaratan
yang keuntungan yang jauh lebih kecil. Setelah sebuah perubahan di pemerintahan, NNPC
membatalkan tiga kontrak tersebut pada pertengahan tahun 2015, yang menyatakan
bahwa mereka “cenderung mendukung perusahaan sehingga nilai produk yang dikirim
secara signifikan lebih rendah daripada minyak mentah yang dialokasikan.”?'®

Lihat juga
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Penggunaan perantara oleh Gazprom. Penawaran lainnya menawarkan
- keuntungan bagi perusahaan tertentu, namun mungkin sama sekali tidak

diperlukan secara komersial. Gazprom yang mayoritas dimiliki negara
berkontrak dengan perusahaan yang terhubung secara politis untuk mengangkut gas alam
melalui jaringan pipa mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan ini tampaknya mendapat
keuntungan besar dari kesepakatan tersebut, terkadang dengan kerugian bagi negara
Rusia. Gazprom telah menyediakan pinjaman besar bagi beberapa dari mereka, jaminan
hutang dan dukungan finansial lainnya—USD 880 juta untuk satu perusahaan dalam
satu tahun.”"® Analisis oleh perkumpulan perusahaan, berdasarkan data Kamar Audit
Rusia, menemukan bahwa perusahaan milik negara Rusia tersebut kehilangan sekitar
USD 5,5 miliar dalam keuntungan sebelum pajak dari kesepakatan tahun 2002.72° Salah
satu perantara, OstChem, dilaporkan menghasilkan lebih dari USD 3,7 miliar selama dua
tahun.?”' Keuntungan besar ini menarik perhatian LSM, wartawan dan penegak hukum
yang mana mengajukan pertanyaan tentang tujuan dan kebutuhan kesepakatan ini.

. Kasus suap blok minyak kobalt. Dalam beberapa kasus, pembayaranyang ~ Lihatjuga

Q dilakukan oleh perusahaan mungkin tampak kecil bila dibandingkan dengan n E
pembayaran serupa yang dilakukan dengan kondisi pasar yang serupa. Saat

pemerintah Angola memberikan blok lepas pantai 9 dan 21 kepada Cobalt Energy dan

mitra lokalnya di tahun 2010 secara non-kompetitif, mereka menerima bonus tanda

tangan hanya sebesar USD 10 juta.””? Perusahaan lain membayar jumlah yang jauh lebih

tinggi dalam putaran izin sebelumnya di negara itu untuk blok dengan geologi yang sama,

pada saat harga minyak jauh lebih rendah.??* Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan

minyak internasional membayar USD 870 juta untuk tiga blok laut sangat dalam satu

dekade sebelumnya, pada tahun 1999.2
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Perusahaan pemenang atau pemiliknya mendapatkan
keuntungan besar tanpa usaha yang substansial.

Bendera merah terakhir ini memiliki dua variasi utama. Yang pertama, perusahaan yang
memenangkan izin atau kontrak untuk biaya awal yang relatif rendah, menjual, atau
"melemparkan" penghargaan tersebut untuk pengembalian yang besar tanpa harus bekerja
untuk mengembangkan aset dasar. Dalam kasus seperti ini, pengamat bendera merah ini
harus bertanya mengapa pemerintah tidak memberikan izin tersebut kepada penerima
akhir sejak awal. Pada bagian kedua, pemegang saham perusahaan menjual ekuitas mereka
untuk keuntungan besar sesaat setelah penghargaan tersebut, menunjukkan bahwa
mereka memperoleh izin atau kontrak tersebut hanya untuk meningkatkan harga jual.
Tentu saja, tidak ada yang curiga mengenai perusahaan yang membongkar aset mereka
untuk mendapatkan keuntungan.?”® Risiko korupsi mungkin lebih tinggi ketika laba

atas investasi perusahaan terlalu tinggi, atau bendera merah lainnya hadir—misalnya,
perusahaan tersebut tidak memenubhi syarat atau memiliki PEP sebagai pemilik sah atau
beneficial owner.

llustrasi kasus

Kontroversi blok minyak OPL 24 5-Malabu. Malabu Oil and Gas
I I mendapatkan 100 persen kepemilikan saham OPL 245 pada tahun 1998
dengan hanya pembayaran di muka sebesar USD 2 juta kepada pemerintah
Nigeria. Perusahaan menjual bunga sebesar USD 1,1 miliar pada tahun 2011 setelah tidak
melakukan apapun yang substansial untuk mengembangkan blok tersebut selama 13
tahun sebelumnya.??®

Kasus suap Steinmetz-Simandou. Setelah memperoleh izin eksplorasi
I I yang menguntungkan untuk blok bijih besi Blok 1 dan 2 Simandou

pada tahun 2008, BSGR dilaporkan menginvestasikan Hanya USD 165
juta untuk biaya eksplorasi sebelum menjual 51 persen lisensi ke Simandou ke Vale,
perusahaan pertambangan Brazil, pada tahun 2010 seharga 2,5 miliar.??’ Transaksi ini
memberikan perusahaan tersebut pengembalian investasi sekitar 3.000 persen dalam

dua tahun—atau, keuntungan setara dengan 2,4 kali anggaran pemerintah Guinea
tahun 2011.7%

i’ Penjualan aset Gécamines dan Sodiminco ke entitas Dan Gertler.
A Dalam kasus Gertler, perusahaan pertambangan milik negara Kongo,

Gécamines dan Sodiminco, menjual sebagian dari saham mereka di sejumlah
proyek tembaga dan kobalt yang berharga ke perusahaan-perusahaan lepas pantai yang
kurang terkenal yang jika dilacak merujuk pada pengusaha pertambangan Israel Dan
Gertler.””” Dalam waktu singkat—kadang-kadang hanya satu bulan—pembeli menjual
saham yang baru diperolehnya kepada operator mapan di sektor pertambangan, demi
keuntungan besar. Sebuah laporan tahun 2013 memperkirakan bahwa Kongo kehilangan
pendapatan publik sebesar USD 1,36 miliar antara tahun 2010 dan 2012—jumlah yang
setara dengan dua kali gabungan anggaran kesehatan dan pendidikan negara tersebut
selama satu tahun—dari lima kesepakatan tersebut.”® Perusahaan-perusahaan asosiasi
Gertler tersebut menghasilkan margin rata-rata 512 persen.”’

Lihat juga

Lihat juga

Lihat juga
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di Australia, Resource Generation Limited (ResGen), mengumumkan

telah membeli 80 persen saham entitas Kamerun Uranex SA (Uranex).?*
Beberapa bulan sebelumnya, Kementerian Pertambangan, Pengembangan Industri dan
Teknologi Kamerun telah memberikan hak eksklusif kepada Uranex atas tiga lisensi
eksplorasi uranium yang secara keseluruhan mencakup 2.935 kilometer persegi.?**
Sebagai pembayaran untuk penjualan tersebut, ResGen memberikan para pemegang
saham Uranex 40 juta saham ResGen—bernilai sekitar USD 5,6 juta pada saatitu.”** Para
pemegang saham memasukkan seorang mantan anggota parlemen dan seorang walikota
yang memimpin partai penguasa negara tersebut di lokasi dimana lokasi penambangan
tersebut berada; dan anak yang jenderal yang terkenal.** Sebuah laporan investigasi tahun
2016 menemukan bahwa pemegang saham Uranex memperoleh tingkat pengembalian
setahun sebesar 37.900 persen dari modal awal yang mereka investasikan.?* Laporan
investigasi tersebut tidak menemukan bukti bahwa Uranex atau ResGen menghabiskan
dana besar untuk mengembangkan tambang tersebut. Keduanya tidak memiliki
pengalaman sebagai operator konsesi: sebelum pembelian tahun 2007, ResGen telah
menyediakan telepon, data, faksimili, dan internet ke situs pertambangan terpencil.*’
Pada tahun 2008, segera setelah membeli Uranex, ResGen tidak menuliskan tiga konsesi
uranium di laporan tahunannya, dan menyatakan bahwa mereka perlu fokus pada proyek
lain di Afrika Selatan.?*®

. Penjualan saham Uranex. Pada bulan Juni 2007, perusahaan yang terdaftar
*



Dua Belas Bendera Merah: Risiko Korupsi dalam Pemberian Izin dan Kontrak di Sektor Ekstraktif

Kesimpulan

Ke-12 bendera merah ini tentu tidak menangkap berbagai bentuk korupsi yang bisa
terjadi. Jika pelaku pengawasan mengajukan pertanyaan kapan pun mereka menemukan
atribut-atribut ini, mereka akan mendeteksi lebih banyak korupsi. Perubahan tambahan
semacam ini dapat, dari waktu ke waktu, membantu negara-negara penghasil sumber daya
untuk menghemat pendapatan masyarakat yang berharga, dan membantu perusahaan-
perusahaan yang aktif di sektor ekstraktif untuk menghindari kerusakan reputasi dan
tindakan penegakan hukum yang mahal. Langkah selanjutnya adalah merancang sebuah
proses penghargaan yang dilengkapi dengan kewaspadaan untuk bendera merah ini, dan
dengan demikian secara sistematis mengurangi ancaman korupsi.

Bahkan di lingkungan politik yang paling keras sekalipun, para aktor bisa mengajukan
pertanyaan-pertanyaan—baik secara diam-diam dari dalam, atau secara keras dari
kejauhan. Menjelajahi kasus korupsi masa lalu membantu mengidentifikasi pertanyaan
yang tepat untuk diajukan.

Daftar bendera merah ini merupakan kontribusi terhadap upaya yang lebih luas untuk
memahami cara terbaik untuk mengidentifikasi dan mencegah transaksi korup. Penelitian
lebih lanjut mengenai topik ini dapat membantu memberikan alat tambahan. Misalnya,
jika kehadiran bendera merah dinilai di kasus-kasus di mana tuduhan korupsi muncul
dan kasus-kasus di mana korupsi kemungkinan besar tidak ada, daftar yang dihasilkan
akan memiliki kekuatan prediksi yang lebih besar. Studi seperti ini, bersamaan dengan
pemeriksaan lebih lanjut kasus korupsi dunia nyata dan pelajaran mereka, dapat
menghasilkan keputusan kebijakan dan aktivitas pengawasan yang lebih baik.
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Lampiran

LAMPIRAN A. PROSES UNTUK SELEKSI KASUS

Untuk mengidentifikasi daftar kasus perizinan sektor minyak, gas dan pertambangan yang
mungkin untuk dianalisis, kami mensurvei sumber-sumber berikut ini:

Database pengajuan kasus korupsi yang diajukan di beberapa wilayah hukum—
misalnya LexisNexis, PACER dan situs Departemen Kehakiman dan Komisi Sekuritas
dan Pertukaran A.S.

Database yang dapat diakses publik yang melacak dan menggambarkan dugaan kasus
korupsi, termasuk Ethixbase, Trace Compendium dan compendium StAR Bank
Dunia

Kompendium kasus korupsi yang diterbitkan oleh firma hukum, majalah
perdagangan dan badan industri lainnya

Laporan dari LSM, institusi keuangan internasional, dan badan pembuat kebijakan
internasional mengenai korupsi dan pengelolaan lemah lainnya atas pengalokasian
izin dan kontrak ekstraktif—misalnya oleh Global Witness, Bank Dunia, OECD dan
Public Eye

Laporan media, yang ditinjau menggunakan sekelompok kata kunci pencarian di
Google

Literatur akademik

Para kolega dan ahli, termasuk staf dan anggota dewan pembina NRGI dan praktisi
korupsi dari beberapa LSM dan organisasi internasional

Lalu kami memperlajari kasus-kasus prospektif tersebut, dan memilih di antaranya,
dengan menggunakan beberapa pertanyaan berikut:

Apakah materi yang tersedia mengandung deskripsi yang jelas dan konsisten tentang
prosedur daripada dugaan korupsi tersebut?

Kapan dugaan korupsi tersebut muncul? (Preferensi terhadap kasus-kasus baru)

Dimanakah dugaan korupsi tersebut muncul? (Diusahakan pada distribusi regional
yang luas)

Apakah materi sumber dapat diandalkan dan berasal dari lebih dari satu sumber?

Setelah mengaplikasikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tersisa 100 kasus
pengalokasian izin dan kontrak dimana ada tuduhan korupsi, dan kami menganalisis
semuanya untuk mengidentifikasi potensi bendera merahAfganistan
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LAMPIRAN B: NEGARA-NEGARA YANG MASUK DALAM STUDI KASUS

YANG DITELITI (TOTAL 49)

e Aljazair

* Angola

*  Argentina

*  Azerbaijan

¢ Republik Benin
e Burkina Faso

*  Burundi

e Brazil

e Kamboja

* Kamerun

e Chad

e Tiongkok

¢ Kolombia

e Pantai Gading

¢ Republik Demokrasi Kongo
*  Guinea Khatulistiwa
¢ Ghana

*  Guinea

¢ Indonesia

e Iran

e Irak

¢ Jamaika

e Kazakhstan

e Liberia

Libya

Meksiko
Mongolia
Mozambik
Myanmar

Niger

Nigeria

Peru

Portugal
Republik Kongo
Rusia

Sao Tome dan Principe
Senegal

Sierra Leone
Somalia

Afrika Selatan
Tanzania
Tunisia
Turkmenistan
Ukraina
Amerika Serikat
Venezuela
Zambia

Zimbabwe
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Sementara fokusnya di sini adalah pada proses pemberian izin dan kontrak, bendera merah serupa dapat muncul dalam tahap lain selama
masa aktif izin atau kontrak, seperti peninjauan kontrak atau izin, pembaharuan, perpanjangan, penugasan atau pencabutan. Mereka juga
dapat muncul di titik-titik lain sepanjang rantai keputusan sektor ekstraktif, seperti ketika pemerintah memberlakukan peraturan atau
bagaimana pemerintah mengambil keputusan investasi dan pengeluaran dengan pendapatan minyak, gas atau pertambangan. Namun,
pilihan studi kasus kami tidak termasuk contoh-contoh seperti ini. Jenis pemberian penghargaan yang lebih kecil—misalnya, izin singkat
atau keringanan—mungkin juga membawa beberapa bendera merah serupa, namun kasus kami juga tidak berfokus pada keduanya.

Karena setiap yurisdiksi memiliki undang-undang yang berbeda, tindakan yang dianggap korup di bawah definisi ini mungkin ilegal di
satu negara dan legal di negara lain. Perhatikan bahwa berdasarkan definisi ini, tindakan bisa korup bahkan jika hal itu tidak menghasilkan
keuntungan finansial langsung bagi pejabat publik yang terlibat. Seorang pejabat dapat bersikap korup dengan menyalahgunakan
wewenangnya untuk menguntungkan orang lain—misalnya, sekutu politik atau mitra bisnis.

Ada sejumlah tindakan untuk faktor kontekstual ini. Resource Governance Index mengukur seberapa baik sebuah negara mengatur sektor
minyak atau mineralnya. Secara lebih luas, Corruption Perception Index dan Governance Matters Index mengukur keseluruhan tata kelola
dan lingkungan korupsi secara keseluruhan dari suatu negara.

Banyak kasus diambil dari perpustakaan kasus korupsi yang telah dikembangkan secara internal oleh NRGI selama 18 bulan terakhir.
Kami juga mengidentifikasi kasus dengan meninjau database dari kasus dari sumber lainnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang proses
pemilihan kasus, lihat Lampiran A pada laporan ini.

Namun, kami mencatat bahwa kelompok kontrol izin dan kontrak sektor ekstraktif “non korup” yang dapat diandalkan sulit dikompilasi—
misalnya, karena akan sulit menentukan apakah korupsi tidak ada atau tidak terdeteksi, dan karena proses “bersih” mungkin cenderung
kurang mendapat pengawasan dan pelaporan dari pelaku pengawasan daripada di mana korupsi terjadi.

Persyaratan bahwa bendera merah muncul empat kali dan di lebih dari satu negara menyingkirkan beberapa kandidat yang menurut
kami penting dan biasa. Misalnya, sampel kami tidak mengandung cukup banyak kasus di mana perusahaan pemenang gagal membayar
kewajiban izin atau kontraknya namun tidak menjalankan konsekuensi apapun sebagai dampaknya, tampaknya membayar biaya yang
diperlukan untuk penghargaan tersebut dengan hasil kejahatan, atau memperoleh bagian bisnis yang besar dari yang tersedia dari
penghargaan tersebut.

Australian Trade Commission, Red Flags for Bribery, 1-2.

Rajal Dubal, Adam Tymowski and Nicholas Berg, “Top 10 Anti-Corruption Red Flags In Latin America,” Law360 Blog, 5 July 2016; Matteson
Ellis, “The Master List of Third Party Corruption Red Flags,” FCPAmericas Blog, 2 April 2014.

Charles Kenny and Maria Musatova. Red Flags of Corruption in World Bank Projects: An Analysis of Infrastructure Contracts World Bank,
2010); World Bank Integrity Vice Presidency, Most Common Red Flags of Fraud and Corruption in Procurement (World Bank, 2012).

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation
Measures, and Incentives (OECD, 2016); Kari K. Heggstad and Mona Frgystad. The basics of integrity in procurement (U4 Anti-Corruption
Centre, 2011).

Jorge Claro, Procurement Monitoring Guide: A Tool for Civil Society (Transparency International, 2012); Global Witness, Citizen’s Checklist:
Preventing corruption in the award of oil, gas and mining licenses (Global Witness, 2012).

Sharie Brown, “Identification of “Red Flags” For Possible Violations of Key U.S. Laws For Companies Operating Overseas,” Corporate
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Heggstad and Frgystad, “The basics of integrity;” OECD, “Corruption in the Extractive Value Chain.”

For a summary, see Joras Ferwerda, loana Deleanu, and Brigitte Unger, “Corruption in Public Procurement: Finding the Right Indicators,”
European Journal on Criminal Policy and Research (2016).

Misalnya, apakah akan menyelesaikan penghargaan, membuka bendera merah kepada pemangku kepentingan atau pengambil keputusan
yang relevan, terus menginvestigasi, atau mengambil langkah perbaikan lain.

Untuk usaha membangun kerangka kerja penilaian risiko korupsi, lihat Alan Wolfe and Andrew Williams. Constructing a Diagnostic
Framework on Corruption Risks in Mining Sector Licensing (International Mining for Development Center, 2015).

Literatur tentang korupsi dalam implementasi konten local dalam industri minyak dan gas masih terbatas. Untuk gambaran, lihat M.
Martini, “Local content policies and corruption in the oil and gas industry,” U4 Expert Answer 2014:15, 2014. See also J. Ovadia, The Petro-
Developmental State: Making Oil Work in Nigeria, Angola and the Gulf of Guinea. London: Hurst, 2016.

Mungkin ada alasan yang sah untuk ini. Misalnya, beberapa negara meminta perusahaan untuk terdaftar di yurisdiksi mereka untuk
mengajukan izin. Perusahaan juga sering mendirikan kendaraan khusus untuk alasan hukum, akuntansi dan pajak. Tapi dalam kasus seperti
itu, entitas induk akan sudah mapan dan mampu. Beberapa pemerintah juga memberikan izin eksplorasi kepada perusahaan pertambangan
“junior” yang relatif tidak dikenal yang tidak memiliki mitra teknis yang menjual hak mereka kepada perusahaan besar setelah sebuah
penemuan. Perusahaan yang sama sekali baru bisa menimbulkan kekhawatiran bahwa hal itu dibuat terutama untuk memungkinkan PEP
berpartisipasi dalam penghargaan tersebut—terutama jika ada bendera merah lainnya juga hadir.
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Perusahaan rak adalah perusahaan yang didirikan untuk pembelian dan pengambilalihan selanjutnya oleh pihak ketiga. Biasanya,
perusahaan tidak akan memiliki operasi atau tujuan bisnis yang jelas pada saat pembentukan, dan pihak ketiga akan memanfaatkannya
kembali untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berbeda dengan “perusahaan cangkang”, tapi bisa memiliki atribut dari perusahaan cangkang.

Dalam perizinan dan kontrak sektor ekstraktif, perusahaan yang dipekerjakan biasanya mengacu pada mitra di konsorsium yang memegang
lisensi atau kontrak yang tidak diperlukan untuk memenuhi kewajiban teknis atau keuangan yang diharapkannya—yang diukur misalnya
dengan ukuran sahamnya atau hak partisipasi
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